
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPlITliSAN GlIBERNllR LAMPllNG
 
NOMOR: G / 715 / RIll / HK / 2011
 

TENTANG 

E\ALllASl RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KA.BllPATEN LAMPUNG TIl\lCR TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAER~H
 

GlIBERl\lIR LAMPl !\G, 

a. bahva Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak 
Daerah dan Retri bu-i Daerah It' lah diev aluasi sesuai deugan l.etentunn Pasal IWi 
Unc Clng- Undang Nornor 3:2 Tahun :200-1­ tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-L'ndang :'\l)ll10r 

1~ lahun ~U{)g LLli P~tS~11 1::'-: l.lll\Jdng-l "ndang Nornor 28 Tahull '=:U'19 rc"nl~lil~ 

Pajak Daerah da.i Reuibusi Da\..'r~J1L 

b. bahwa sehubuugan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapk.m 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancaugan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Tirnur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah: 

1.	 Undang-Undang Nomor ] -1- Tuhun ]96-1- tentang Pernbentukun Daerah Tingkat I 
Lampung: 

Un.lang-Undang Nornor 32 Tahun :200-1- tentung Pemerintahan Duerah 
sebigaimana telah beherupa kali diubah terakhir dengan Undang-Undung Nomor 
I::; Tahun ::;008: 

3.	 l 'udang-Undan; 1\011101' 28 Tahun 2UU9 tcntang Pajak Daerah Jan RdribLlsi 
Dal~rah: 

-1-.	 Undang-Undanu Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perutur.m 
Perundang-undang.m: 

:'i.	 Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan l'ernbinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah: 

()	 Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun ::;007 tentang Pembagiun Urusun 
Pemerintahan antara Pernerintah. Pemerintahan Dacrah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah KabupatenKota: 

7.	 Pcraturan Pemerintah Nornor 1q Tahun 2010 tentang Tau Cara Pelal.sanaan 
Tu zas dan Wewenanc Serta Kedudukan Keuanuan Gubernur Sebauai \\ akil:::	 ..... ..... .... 

Pemerintah di Wilayah P1'O\ insi sehagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah NomOI 23 Tahun 20 II: 

8.	 Pcraturan i\1 entcri Dolam l\; egeri 1\.; ornor 5.3 Tahun 2007 tentang Penga \\ 2h~\ll 

Pe '~lturan Daerah clan Peratur.m Kepala Daerah: 

i\lemperhatikan	 Surat vlenteri Keu.mcan Nornor : S-81O 'f\lK.7 ::;011 tanggal 7 0.\)pembC'r 2()11 11.11 
Hasil Evaluasi 11 (scbelas) Rapcrda Kabupaten Lampung Timur tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Dacrah. 



1\ lenetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TE1\TANG EVALUASI RAl\CANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TI!\1lJR TENTAl\G 
PAJAI< DAERAH DAN RETRIBUSI DAER-\H. 

kESATll Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten I.ampung Timur 
tcntang Pajak Daerah d.in Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran L 
IL IlL IV. V. VL VII. VIII. IX. X dan Lampiran XI Keputusan ini yang merupakan 
bagian iidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KFOF\ Bupati Lampung Timur bersama DPRD Kabupaten Lampung Timur segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
tersebui berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil 
evaluas i. Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai deugan hasil 
evaluasr. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

kLL\IP.\T Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
xlenteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh ) hari setelah 
ditetap] an. 

K[lI~IA. Keputu san ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan keientuan apabila 
dikemu.lian hari teruyata terdapat kekeliruan dalarn Keputusan ini akan diadakan 
pembet .ilan sebagaimana mestiny a. 

Ditetapkan di Telukbe ung 
pada tan U ral 

T 10'1 ibus.in : 
\1~l1lcr; [)~-II~-Inl }.~cgt'ri di J ikarta:
 
vlenter: Keuanuan di Jakarta:
 
I-:.epala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilun Lampung di Bandar Lampung:
 
Kctua DPRD Kabupaten L3111pung Tirnur eli Sukadana:
 
Ilbl'cl.tur Pro , in-i Lampung di Bandar Larnpung.
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Pasal 21 

Pajak Reklame drpunqut pajak terhadap 
danfatau badan yang menggunakan 

I Vvilayah Pasal 51 
Pemungutan Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten(1) 

Lampung Timur. 
(2)	 Masa Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 

(satu) bulan takwin. 

Pemungutan Pajak	 Pasal 53 
(1)	 Jenis Pajak yang d itetapkan Bupati adalah Pajak Reklame 

dan air Tanah 
i (2) Jenis Pajak yang dibayar sendin adalah . 

a Pajak Hotel; 
I	 b Pajak Restoran; 

c Pajak Hiburan, 
d.~; 

e Pajak Penerangan Jalan, 
f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: 
g - --Pajak /\If--8awat-PTanah; 
h Pajak Sarang Burung Walet 

Pengembalian Pasal 64 
Kelebihan I (1) Atas kelebihan pernbayaran pajak, wajib pajak dapat 
Pembayaran mengajukan permohonan pengembalian kepada 

Bupati. 
(2)	 Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 

belasO bulan sejak diterimanya permohonan 
oencernbatian kelebihan pembavaran paiak 
sebagaimana dim aksud pada ayat (1), harus 
mernberikan keputusan. 

(3)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

Pasal21 Kalimat drsernpcrnakan 
Dengan nama Pajak Reklarne dipungut pajak terhadap 
oranq pribadi dan/atau badan yang menyelenqqarakan 
reklame 

Pasal51 Kalimat drsernpunakan 
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten 

Lampung Timur. 
(2) Masa Pajak adalah janqka waktu yang lamanya 1 

(satu) bulan kalender. 

Pasal 53 
(1) .Jerus Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kalimat Pasal 53 

Bupati adalah Pajak Reklame dan Pajak air Tanah disempurnakan 
(2) Jenis Pajak yang dapat dipungut dengan dibayar sendin 

oleh Vvajib Pajak adalah 
a Pajak Hotel; 
b Pajak Restoran. 
c Pajak Hiburan; 
d Pajak Peneranqan Jalan, 
e Pajak Mineral Bukan Logam dan Gatuan. 
f Pajak Sarang Burung Wale! 

Pasal64 Kalimat Pasal 64 I 
(1) Atas kelebihan pombayaran pajak, wajib pajak disernpurnakan, dengan I 

dapat mengajukan permohonan pengembalian menarnbah ayst (5) dan 
kepada Bupati. ayat (6) baru dengan 

(2) Bupati dalam jangka waktu pating larna 12 (dua adanya penambahan ayat 
belasO bulan sejak diterimanya permohonan maka ayat (5) rrenjadi ayat 
oencernbalian kelebihan pembayaran pajak (7) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah dilarnpaui dan Bupati tidak 
memberikan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SI<PDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu palinq lama 1 (satu) bulan . 

(4)	 Apabila wajib pajak rnernpunyai utang pajak 'amnya, I (4) Apabila wajib P?ljC11< rnernpunyai lIt;~nCJ paj;:lk l?linny;:l I 

kelebihan pernbayaran pajak sebaqairnana kelebihan oernbavaran pajak sebacairnanaf\. lUI Cli C I C2 C2 I ci rci rx _ o UCl ell IClIIO II r'\ I III fJ- luay leu t'-' Q\ _.:> ~-l 1(.1 1(.1 

dimaksud ayat (1). lang. s. ung r1iPerhitungkan.. untuk L dl.maksUd aya.t (1) lan.gsUng diperhitu.. ngkan untuk
 
meluna.§l..terleblh d_aJl.L:J.!.L:1_u.tan~aktersebut____ __...r2lelunasi terlebih lullJ....LJt~H.,.fLt'.9jaktersebuL_
 



- -

3 

3~ ----15) 
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran paiak 
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dratur dengan 

I Peraturan Bupan 
! 

7 

8 

Kedaluwarsa 
Penagihan 

Penetapan dan 
pengundangan 

BAB XIV 
KADALUARSA PENAGIHAN 

Pasal 65 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 2011 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

DlunJangkan 
padatangga! 

ERWIN ARIFIN 

di Sukadana 
2011 

4 

(4)	 Apabrla WaJib Pajak atau WaJib Retnbusi rnernpunyai 
utang Pajak atau utang Retnbusi lainnya, kelebhan 
pembayaran Pajak atau Retnbusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitunqkan untuk 
melunas: terlebih dahulu utang Pajak tersebut 

(5)	 Pengernbalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
janqka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB 

(6)	 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati 

BAB XIV
 
KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

Pasal 65
 

Ditetapkan dl Sukadana 
padatanggal 2011 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

Diundanqkan dl Sukadana 
r"l ..... rl ..... t- ................. ,... ...... I	 "')(\0101

fJouo lClI 1~~ClI	 LU I I 

5 

Kata kadal uarsa 
disempurnakan, 

Penetapan Peraturan Daerah 
disempurnakan karena Wakil 
Bupati belum ditetapkan 
secara definitif sebagai 
Bupati, maka penetapan 
dilakukan oleh Wakll Bupaf 
sesuai ketentuan Pasal 26 

I ayat (1) huruf 9 Undang­
I undang 32 Tahun 2004 

SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, Disempurnakan 

I WAYAN SUTARJA I WAYAN SUTARJA 

GUBER
 



----- -------- -----

LAMPIRAN 1/ KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G /715/ 8.111 f HK f 2011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN lAMPUNG TIMUR 

TENTANG RETRIBUSIIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

[~oLMa;er;-~~~erd~ . _~musan3 Raperda _ _ +__ 

1 j-KOP Raperda 

Konsideran ~~1Wa~ngan-ddetaf*an~oUndang-=Undang---N~~13I a 
Menimbang 

2 
TahtlM9S7~tg=-Rajakc-Gaerah dan~&i -OaefaR 
perlu dibuat~~uran-tentan~zjn Meoo~ngunan 

(jMB}, 
~h'A'a Llflt~k-PeratUf~ngUAal4~ng~nand+--=Wtlayah 

~~ampun~Timur dtpaAe~erILtc-=(j~an lb 
~Qaerah -o=(ootan§F----RetOOust~zm-~kan 

8angunan+~~ 

I 

I, 
-IRumusan Penyempurnaan Keterangan 

4 5 

MengguunaKan 
daerah Kabupaten 
Lampung Timur dan kata I 

Bupati Larnpung Timur 
dihilangkan 

bahwa dengan telah ditetaokannya Undang-Undang I Konsideran disernpurnakan 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor Tahun perlu ditinjau 
kernbali. 
bahwa berdasarkan pertirnbanqan sebagaimana 
dimaksud huruf a terse but di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentanq Retribusi lzm Mendirikan 
Bangunan, 

3 Konsideran 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dasar hukum nomar 3 
Mengingat Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republik disempurnaka dan 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran penambahan dasar hukum 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana serta dasar hukum nornor 
telah diubah duakali terakhir denqan Undanq-Undanq I telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- I 10 dihilangkan karena 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara tidak ada keterkaitan 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan dengan substansi raperda. 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2 dengan adanya perubahan 

W. PGf3twralt--Sersama=Meme~~~~ent~m- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan tersebut penulisan 
Neg€f~ahu~DQ0i-"'Jon~-=2D06-{eA~ Ruang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 sesuaikan tata urutan 
Pedomafle-f>~aKsanaan-T-ugas-=Kepala~akit-Kel*lta Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik peraturan peru ndangan 
Daefah==t}a~-emeJjharaat=PMrukuna~~Beragama. Indonesia Nornor 4725); 
~mbefdayaan~Brw m Kercukunan~mat~Bomg@n=la,--" dafl - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PeM#,j~ahlbadaM~~ Pembentukan Peraturan Perundang-u ndangan (Lembaran 

I 

_1_ 
[\Jcgor:J Rcpubl:k Indcmcsl:J Tahun ~n11 f\Jnrr>nr .87, 
Tambahan Lernbaran Negc:uCl Repubuk Indonesia Nornor 
5234): 

---­ -­ -



1 

4 

2 

Diktum 
menetapkan 

3 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
TENTANG RETRISUSI IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN 

BAS I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan . 

1-­

5 Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi 

Pasal 2 
Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 3 
Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah 
pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. 

2 
4	 ---- J. -- 5 ------ - I 

------- - ---- ---- - ----- --1 

MEMUTUSKAN:	 Katirnat disernpurnakan I 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG dan pengetikan kataI 

RETRISUSI IZIN MENDIRIKAN 'Datarn .... " disetajarkan 
BANGUNAN. dengan kata PERATURAN 

pada Dikturn Menetapkan 
BAS I
 

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang I 

dimaksud dengan . 

Kalimat dan substansi 
Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 2 
Pasal 2 disempurnakan 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian 
izin mendirikan bangunan 

Pasal 3	 Pasal 3 disempurnakan dengan 
(1)	 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah menambah 2 (dua) a-at baru, 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan Pasal142 UU No. 
baru, rehabilitasi/ renovasi! pemugaran bangunan dan 28Tahun 2009. 
penambahan fasilitas lain. 

(2)	 Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan peninjauan desain dan pernantauan 
pelaksanaan pernbanqunannya agar tetap sesuai 
dengan rencana teknis bangunan dan rencana lata 
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar 
bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), 
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan 
pengawasan penggunaan bangunan yang rneliputi 
pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 
keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut. 

(3)	 Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk 
bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Kalimat Pasal 4Pasal4 I	 Pasal4 
1discrnpurnakanI	 I Subjek Rptr.ibusi lzin Mendirikan Banqunan Od313h I S~bJck Rctribusi lzm Mcndirikan G3n~~nanadalah ?rJng 

1 . I	 I orang pnbadi atau ba.dan yang rnernperoleh .iZiil ~.- 00 I pribadi at..au badan Y3.IIQ mernperoren rzin rnendirikan 
I IL L _ ___~Ldari Pem E3rintah Daerah _ ..lJ:l.?.Ilgull..91l dari Pemerintah Da~rah	 L 



LAMPIRAN I	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G f 715 f 8.111 f HK 12011 
TANGGAL : 7 OESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG PAJAK DAERAH
 

-K~t~rangan- ­-No lrv1ateri R~perda j_ . __- Rumusan Raperda	 Rumusan P_eny~mpurnaa~ _ 
+------------ 5	 --===J-----

I 

1 2 3 4
 

1- I Dasar hukum 13 Undang~~~~-~~--;~;lor- ~~--Tahun 2004 tentang 3.-~ndang~~ndang NO~~or~Tahun 2011 tentang
 Disempurnakan dengan 
Menqinqat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adanya perubahan PP No 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, 27 Thn 2003 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389): Nomor 5234): I 

- Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tarnbahkan dasar hllkum.1 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 urutan anqka 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyesuaikan 
(Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 1983 
Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republrk 
Indonesia Nomor 3258) sebaqairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara I 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

Diktum	 Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG Pengetikan kata "Dalarn 
! Menetapkan PAJAK DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

3 Nama, Objek dan 
Subjek Retribusi Dengan nama 

! oranq pribadi 

Pasal9 
Pajak Restoran dipungut pajak terhadap 
atau badan Y3ng mpm hpll JTl?kc'ln;:Jn 

PAJAK DAEf~AH. _...." disejajarkan dengan 
BAB I kata PERATURAN pada 

KETENTlJAN UMUM I Diktum Menetapkan 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dirnaksud dengan 

Pasal9 I Kalirnat disempumakan 
Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak terhadap 
()r;::lno rrih?rli ;:It;:J11 h?rl;ln y;:lnCl nlpmht"'li rnakanan ;'ltrll J 

I dan/atai rninuman dari Restoran	 I rninurnan d.... ri Restoran1_ 110 U II I a I UOI '\. ..::>lUIOII.	 ! 1111. II -II LA I \. •..;"'VIU_~-.: _ 



5"2	 ,) I 4 

I 
6 Jenis fungsi BAB IV, BABA V dan BAB VI, Pasal 6 sarnpai dengan 

klasifikasi dan I Pasal 15 
persyaratan 
bangunan 

7 Cara mengukur BAS IV 
tingkat penggunaan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
jasa yang YANG BERSANGKUTAN 

I bersang kuta 11 I (1) Tingkat penggunaan jasa pernbelian izin meuduikan I 
bangunan di ukur berdasarkan faktor luas I 

bangunan, jenis bangunan dan fungsi banqunan. 
(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan bobot/koofisien. 
(3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

a Kofisien bangunan
'_!!~ --- ­ - uCu-a-s-B-a-n-g-u-n-an - ­

dilelapkan sebaqai berikul , 

d"" 
__1 _ Ba~nan dengan luas sId 100 M ' 
2 Bangunan dengan luas sId 250 f\A ~~ '_~~ __ 
l __Bangunan dengan luas s/d__500_~ I 

I 
L_ 

4 r 5
i I 

__________ I 

Ba~g_unan denga~lu~~~/d 7~_~ 
Banqunan denqan luas sId 1000 M

I st - . -­ - - -
1 0 _-

, ~ 

BAB IV, BAB V dan BAB \/1 
Pasal 6 sd Pasal 15 agar 
drakornodrr dalam Perda 
hal-hal yang diatur dalarn 
ketentuan Undang-Undang 
Nornor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan 
Gedung, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 serta 
Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan 
Gedung 
1, Ditambah 1 (satu) bab dan 

pasal yang mengatur cara 
menguku r tingkat 
penggunaan jasa izm 
ITlendiiikan bal'lgunan 
sesuai dengan struktur dan 
besaran tarif. 

2,	 Dengan adanya 
penambahan pasal, maka 
urutan dan penunjukan 
pasal selanjutnya agar 
disesuaika. 

- , I 



__ 

__ __ _ 

i 

4 
- -- I 

-1- 1 2 3	 4 5 ' 
r-­

8 i Prinsip Yang 
Dianut Dalam 

i 
Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif 

Struktur dan 
Besarnya Tarif 

I 

l
I 

J 

b Koefisien tingkat bangunan 

r:Nt Bangu~a~if~;~ia~angunan 
2 Gangunan_2 lantai 
3 Banqunan 3Jan~ 

4 Bangunan 4 lantai 
Qst~-- - - ­

c. Koefisien Guna Bangunan _
lIND -__ =Guna BangLJn~ 
11_1_ BaQ9J.Jnan_sosial __ 

2 Bangunan Perumahan 

4 ~	 Bangunan Pendldikan 
_ 5__ Banguna~ Kanto!	 _.._. _ ~~ 

BABVI
 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 
Pasal 6 

(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk ] 
menutupi sebagian atau seluruh biaya I 
penyelenggaraan pemberian izin yang 
bersangkutan. 

(2)	 Biaya penyelenggaraan pemberian izin 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, 
penegakan hukurn, penatausahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian izin terse but. 

BAB V
 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Pasal 8 

(1)	 Tarif dasar retribusi ditetapkan Rp .... ./m2. 
(2)	 Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan 

denqan rumus:Tarif dasar retribusi x koefisien luas 

=-] ~oef,s,el
I
 
-~~ 

Koe-flslen 
_._ ___ 
" 

.....

1. Ditambah 1(satu) pasal 
yang mengatur prinsip dan 
sasaran penetapan tarif izin 
mendirikan bangunan. 

2. Urutan dan penunjukan 
pasal aqardisesuaikan. 

BAB VII diubah menjadi 
BAB V dan Pasal 16 
diu bah menjadi Pasal 8 
yang mengatur tentang 
Struktur dan Besarnya 
Tarif. tarif ditetapkan sama 

bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien i hanya yang rnembedakan 
guna bangunan I adalah kotesien bangunan 

--"-- - -~._--" 

9 



r,--, 
- ­ -----­

1 2 3 
--­ ---- ­ ----- ­

10 Wilayah 
pemungutan 

11	 Penentuan 
pernbayaran. 
tempat 
pembayaran, 
angsuran dan 
penundaan 
pembayaran 

Pasal 20 
Wilayah pungutan Retribusi Izin Mendinkan Bangunan 
ditentukan oleh Pernenntah Daerah dalarn Wilayah 
Daerah Kabupaten Larnpung Tirnur 

Pasal 21 
(1)	 Pernbayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 

ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 
ditentukan dengan menggunakan STRD. 

(2)	 Dalam hal pembayaran dilakukan diternpat lain yang 
ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus 
disetorkan ke Kas Daerah selarnbat-Iambatnya 1 x 24 
jam atau dalarn waktu yang ditentukan 

(3)	 Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 , maka dikenakan Sanksi Administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % dengan menerbitkan 
STRD 

Pasal 22 
(1)	 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara 

tunai/lunas. 
(2}--------K-crBla-GaBf~tat:lc-P-c+a@a~~BHg-__ElihiAjllk da-p-a-t 

m@ffi@eri Izin k~ 'iVajilc> RffiOOusi Elntuk 
mengang Sbl r Retrioos i t@ rh I3taAg=daiaffl-=ja~il=Wak-ttl 

tM~ dcmgoo alasan yop.g Elaf}@t 
€Ii pertaAg§tlngjawa~ 

(3)	 Tata Cara Pembayaran Retrilc>usi sosagaimana 
€#m@k&~~l (:2) € litotnpbn nlnh KAoAla 
~ 

P-asal 23 
(1} PBmbayaraf+- =S-€bagoimana====dimal\sud Pasal -----2--2 

&ber-tkan tanOOb~ 

(2} S-cti~fandicatat €lalam=penBf4maafu 
(3) 8 on-ttlk , i~ 1~'Na#t~kuffin buku da~~ 

f'1€ffibayar~~oos~~ 

4 

Pasal9 
Retribusi Izin Mendinkan Bangunan dipungut di Wilayah 
Daerah Kabupaten Lampung Tirnur 

BABVIII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal 10
 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah. 

Pasal11 
(1)	 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara 

tunaillunas. 
(2)	 Pernbayaran retribusi terutang sebaqaimana 

dimaksud pad a ayat (1) dilakukan selambat­
lambatnya .... hari sejak terbitnya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

I 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan temp at 
pembayaran, angsuran dan penundaan 

5 

Kalimat dan substansi 
Pasal 20 diubah menjadl 
Pasal 9 

Judul bab dan subtansi 
Pasal 21 disempurnakan, 
dan diubah menjadi Pasal 
10 

Ketentuan Pasal 22 
disempurnakan dan diubah 
rnenjadi Pasal 11 

namhavaranI - . - - J - rp.trihlJsi- - - diatur- denaan.....,; Peraturan I 

Bupati. 

Pasal 23 dihilangkan 



---- ------- ------

(j 

I 31 2 

I ~asal_2~ 
t-i) STRD--untukcccffiasing=masingW8j~etnbusi~icatat 

I, 6ttIamarsipdoktunen . 
f f2+==cA~~rstp~dokuR1en- yang telah dioatH!=c~smlpan SBSHa, 

oongan nomorberkas secara-OeJ:tiftitan. 
~ 

~B~fl-I=l gan penyetB-ran Remousi 
diP4mpun galam leJukld=j-€nis Retr4Bu~ 

Q) /\tas=-=-=-d~ku~-j~baga~ 

~a~at €laftar oooorim~ 

lli-Aggal<an ~erjenis Retri13ush 
f3-t ~8rG!asa~a~aftar~penerimaan daA==l:ti~ 

~imarlQ gimaksOO~a=a¥flt (2) QilguaWa~ 

rea+isasi p8Aeftmaal1=====daFl tunggBk~ 

R-etfi-l::Hdsi-=G<mqan m~~ 

.2 Tata cara Pasal 26 
penagihan retribusi (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang 

sejerus sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari I (1) 
sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 1(2) 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib 

_ ~etrib~? harus melunasi Retribusinya yang terhutang. I __ 

(:5) ~urat I eguran sebaqarrnana dirnaksud pada ayat (1) 1(3) 
dikeluarkan oleh Pejabat Yang ditunjuk. 

(4) 

(5) 

L_ 

4 

BABIX 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal12 
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
Penagihan retribusi terutang sebaqairnana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 
Pengeluaran surat teguran/penngatan/surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
Dalarn jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib 
Retribusi harus melunasi Retribusinya yang 
terutang. 
Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat Yang ditunjuk 
Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bunati 

5 

Pasal 24 dihilangkan 

Pasal 25 dihilangkan 

Pasal 26 diubah dan 
disempurnakan dan pasal"1 
diubah menjadi Pasal 12 . 
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Pasal21 
Bentobl~~bentuk=4(}fffiUllryar1{Fdlpergunakan-==untuk==pelaksanaan I 

• I 
peAeglhan Relrtbust-sebagatmarla cltmaksudPasa-ic 26ayat (1) . 
ditetapkan oleh KepalaDaerah 

Pasal 27 dihilanqkan 

13 Pengurangan, 
keringanan dan 
pembebasan 
retribusi 

BAB XI 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
Pasal28 

BAB X 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 
Pasal13 

BAB XI drubah rnenjaci 
BAB X dan Pasal 28 
diubah menjadi Pasal 13 

I 

(I) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan (1) Bupati dapat memberikan ker.nqanan, pengurangan I 
dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan 
dirumah sakit. dirumah sakit 

(:2)	 Pemberian pengurangan, keringanan dan (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan Retribusi sebagaimana ayat I diberikan pembebasan Retribusi sebagaimana ayat I 
dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi. diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib 

(3)	 Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Retribusi. 
sebaqairnana dirnaksud ayat I diberikan kepada anak (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan 
jalanan korban kekerasan, anonim, korban Retribusi sebagaimana dimaksud ayat I diberikan 
kecelakaan yang keluarganya tidak ditemukan, kepada anak jalanan korban kekerasan, anonim, 
masyarakat yang tertimpa wabah Kejadran Luar Biasa korban kecelakaan yang keluarganya udak 
(KLB) penyakit serta masyarakat yang tidak mampu ditemukan, masyarakat yang tertimpa wabah 
yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit serta 

I Pemerintah. masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki 
I (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan jaminan kesehatan dari Pemenntah. 

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupatr. (4) Tata cara pengurangan. kerinqanan dan 
pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

, 14 I Tata cara BAB XII	 BAB XI 
pembetulan, TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN 
pengurangan KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU 
ketetapan, SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN PENGURANGAN, 
penghapusan atau . Pasal29 SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN 
pengurangan, (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pasal14 
sanski administrasi pembetulan SKRD dan STRD yang dalam (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

I 

dan pembatalan	 penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan I pembetulan SKRD dan STRD yang dalam 
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
Ppr::lfw;:m Pprllnrl;:mO-llnr!;:mn;:m Rptrihllsi [);1prah I hitunq dan atau kekeliruan dalam penerapan 

.....	 I '- ­I

BAB XII diubah menjadi 
BAB XI dan Pasal 29 i 

diu bah menjadi Pasal 14, 
dengan adanya perubahan 
bab dan pasal selanjutnya 
menyesuaikan . 

l_	 Peraturan Perundanq-undanqan Retribusi Daerah I 

_J _
._-------­
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(2)	 Wajlb Retribusi dapat mengajukan Permohonan I (2)f
I	 pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi 

berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang : 
dalarn hal sanksi dikenakan karena kehilapan Vvajib 
Retribusi yang tidak benar 

I 

(3)	 Wajib Retribusi dapat menqajukan pennohonan I (3) 
pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi 
yang tidak benar. 

(4)	 Permohonan pernbetulan sebagaimana dimaksud I (4) 
ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau ' 
Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis 
oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau 
Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak 
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan 
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk 
mendukung permohonan . 

(5)	 Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud I (5) 
pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 bulan sejak Surat 
Permohonan diterirna. 

(6)	 Apabila setelah lewat 3 bulan sebagaimana dimaksud I (6) 
ayat (5) Kpr;:lla Oaerah atau Pejabat yang ditunjuk 
tidak memberikan Keputusan, maka permohonan 
pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan 
atau pengurangan sanksi administrasi dan 
pembatalan dianggap dikabulkan. 

15	 I Keberatan BAB XIII 
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN 

Pasal30 
(1)	 Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan I (1) 

keberatan atas SKRD dan STRD. 
(2)	 ~O~@OOA keberatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disampaikan secara tertulis-==-1<epada 1(2) 
~a=Qaef~t-~~ejabat yang -----Qttl3~~ifig 

Iam~ufaft-seja*ta~-SK-RD---da~D",1 

c' 
-

4 5 

vvajlb Retribus: dapat menqajukan Permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang 
terhutang dalam hal sanksi dikenakan karen a 
kehilapan Wajib Retribusi yang trdak benar 
Wajib Retribusi dapat menqajukan pennohonan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi I 

yang tidak benar 
Permohonan pernbetulan sebagaimana dimaksud 
ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan 
atau Pengurangan sanksi adrninistrasi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis 
oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau 
Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak 
tanggal diterima SKRD dan STRD dengan 
memberikan alasan yang jelas dan rneyakinkan 
untuk mendukung permohonan 
Keputusan atas permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 
bulan sejak Surat Permohonan diterima. 
Apabila setelah tewat 3 bulan sebagaimana 
dimaksud ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat i 

yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka 
permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dan pembatalan dianggap dikabulkan. 

BAB XII	 BAS XIII diubah menjadiI 

KEBERATAN	 BAB XII dan Pasal 30 
Pasal15 disempurnakan dan diubah 

Wajib Retribusi tertentu mengajukan keberatan menjadi Pasal 15, dengan 
hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adanya perubahan bab 
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan pasal selanjutnya 
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan 
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

I ~~A-t~-4Tl~OOa~If~
IL L

I 

_ _L __ __ __ 
I	 

_J
I

_ 



1 

~I 
-

2 

(4) 

3 

Permohonan keberatan sebagaimana dirnaksud (3) 
ayat (I) dan (2) harus diputuskan Kepala Daerah 
atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu I 
paling lama 6 bulan sej ak tanggal Surat l 

4	 t 
I 

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling: 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbrtkan I 

kecuah jika Wajib Retribusi tertentu dapat I 

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat 

5 

Permohonan keberatan diterima 

16 Pengembalian BAB XIV 
kelebihan PENGEMBALIAN KELESIHAN PEMBAYARAN 
pembayaran RETRiBUSi 

Pasal31 
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib 

Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kepada ~~. 

(2) Kopala=DaeRffi dalam jangka waktu paling lama 6 
(enam) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

I
l 

I
L_ 

sebagaimana dimaksud 
memberikan keputusan 

pada ayat (1), harus 

I dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
(4)	 Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana
 

dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang
 
terjadi di luar kehendak atau kekuasaan WaJib
 
Retribusi.
 

(5)	 Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
 
membayar Retribusi dan pelaksanaan penaqihan
 
Retribusi.
 

Pasal16	 Penambahan 2 Pasal baru 
(1)	 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yaitu Pasal 16 dan Pasal 17 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus rnemberi sesuai ketentuan Pasal 163 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan dan Pasal 164 UU Nornor 28 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Tahun 2009 

(2)	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 
untuk memberikan kepastian hukum bag; Wajib Retribusi,
 
bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh
 
Bupati
 

(3)	 Keputusan Bupali atas keberatan dapat berupa menerima
 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
 

I besarnya Retribusi yang terutang I 
(4)	 Apabiia janqka waktu sebaqairnana diruaksud pada ayat (1)
 

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,
 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan
 

BAS XIII BAB XIV diubah menjadi 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII dan kata Kepala 

" I ~"7 n':lor-:>h rlillh"lh mpni~rli i 
(1)	 Atas kelebihan pem~a"y~~~~'Retribusi, Wajib Retribusi ~~;' ~"Bu;~tl~~"Pa~'~I"J31'I 

dapat mengajukan permohonan pengembalian disempurnakan dan diubah 
kepada Bupati. menjadi Pasal 17, dengan 

(2)	 Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) adanya perubahan bab 
bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian dan pasal selanjutnya 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana menyesuaikan 
dimaksud pada ayat (1), harus rnernberikan 
keputusan 

I 
I I

_l	 ___________ _. J 
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(2)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
 
ayat (2) telah dilampaui dan Kc@j3alB=cc=[)aera¥l tidak ayat (2) telah dilarnpaui dan Bupati tidak
 
memberikan suatu keputusan, perrnohonan memberikan suatu keputusan. perrnohonan
 'I 

pengemba/ian pembayaran Retribus: dianqqap pengembalian pernbayaran Retnbusi dianqqap l
 
drkabulkan dan SKROLB harus diterbitkan dalarn dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalarn '
 
janqka waktu paling lama 1 (satu) bulan. janqka waktu palmp lama 1 (satu) bulan.
 

(3)	 Apabila WaJib Retribusi mempunyai utang Retribusi (3) Apabila Wajib Retnbusi mempunyai utang Retribusi
 
lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi
 

I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 
Retribusi tersebuL	 Retribusi tersebut. 

(4)	 Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan
 
da/am jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
 
diterbitkannya SKRDLB. diterbitkannya SKRDLB.
 

(5)	 Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala
 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
 
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran (dua persen) sebulan atas keterlambatan
 
kelebihan pembayaran Retribusi. pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
 

(6)	 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
 
Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur Retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur
 
dengan Peraturan Kep-illa Oae~. dengan Peraturan Bupati.
 

Pasal32	 BA8 ... Ketentuan Pasal 32 diubah 
(1)	 Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang SANKSI ADMINISTRATIF menjadi Pasal 18 yang 

masih tersisa setelah dilakukan perhitungan Pasal18 mengatur tentang Sanksi 
sebagaimana dimaksud pasal 31 diterbitkan SKRDLB Da/am hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada Administratif 
p::lling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan I waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi. administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) I 

(2)	 Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau
 
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD
 
Retribusi paling lambat 2 bulan sejak diterbitkan dan didahului dengan Surat Teguran
 
SKRDLB
 

Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan 
, setelah lewat waktu 2 bulan sejak diterbitkan SKRDLB, 
II Kepala Daerah memberikan bunga 2 % satu bulan atas 
keterlarnbatan pcmbayaran kclobihan Retnbus i 

----- --- ---------- -- -------- --- --- ---~---------- - ----- L­ J 
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18 I 

1 I 

~. j 2 

Penghapusan 
piutanq retribusi 
yang kedaluwarsa 

Ketentuan pidana 

3 

I ­

I 

~~ 

PeAgambilaA sel3agoima-n-a-----=€l4m-aksYs Elal-am Pasal ~2 

dibkllk;;JA rlnng;4q mnpprb!tka9 £l~f?t PCfmtah Membay9f 
~~tr~ 

Pasal 35 
(1)	 Vvajib Retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang drbayar. 

4 

Pasal19 
(1 )	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (trqa) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi 
kecua!i jika Wajlb Retribusi melakukan tindak pidana 
d: bidang Retribus. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a diterbitkan Surat Teguran atau 
b ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 
(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari penqajuan permohonan angsuran 
8t8U penundaan pernbayaran dan permohonan 
keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal21 
(1)	 Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan Daerah diancam 
pidana kurungan paling lama 3 (tiqa) bulan atau 
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah 
Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar 

Ditarnbah 2 (dua) pasal yang 
mengatu r peng hapusan 
ourtanq Retribusl yang 
kedaluwarsa. sesual deng an 
Pasal167 dan Pasal 168 UU 
No. 28Tahun 2009. 

I 

I Pasal 33 dihilangkan 

Ketentuan Pasal 35 diubah 
menjadi Pasal 21 dan 
substansi disempurnakan 

19 
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12 

1 2 

Ketentuan penutup20 

_1 Penetapan dan
 
Pengundangan
 

I I ' 

1_1 1 

3 
---------- ­ - T ------ ­

4 -f ­ 5 

(2) TUfltutarl=pidacRa~baga#n-ana------dtmaksud=-=pada==a'iat 

~gan-c-Bif.atnya~oo~e+1Yal'lgkut 

kepentmgafl=pfIDOOI s~a~~ 

Waj-ib RBtrib{jsj,~kafBna - it-ll-dijadlkaMin4a~l'la 

(2) Denda sebagaimana dimaksud 
merupakan penerimaan negara. 

pad a ayat (1) 

(3) 
p€ngadtJan c 

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
I 

(1)' 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal36 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua 
ketentuan yang mengatur materi yang sama atau 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

Ditetapkan di . Sukadana 
pada tanggal : 2011 
BUPATI LAMPUNG TIMUR 

('""to • "I I _ .__

Diundangkan di . 0UI\dUdlld 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

1W~~~~ SUTARJA 

Pasal 22
 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor....
 
Tahun 
Lampung 
Lembaran 
Nomor 

tentang (Lembaran Daerah 
Timur Tahun ..... Nomor .... , 

Daerah Kabupaten Lampung 
) dicabut dan dinyatakan tidak berl

Kabupaten 
Tambahan 

Timur 
aku lagi. 

Ditetapkan di Sukadana 
padatanggal 2011 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

Ketentuan Pasal 36 diubah 
menjadi Pasal 22 dan 
substansi disempurnakan 

Pen eta pan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati belum 
ditetapkan secara definitif 
sebagai Bupatr, maka 
penetapan dilakukan oleh 
Wakil Bupati sesuai 

~~,t~ntu~n .~a~al 26 ~yat I 
Diundangkan di 
pada tanggal 

Sukadana 

I 

(I) nurur 9 unaang-unaang 
32 Tahun 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

I WAYAN SUTARJA 
I I 

GUBER"R.LA UN/ 

~\ / 
SJACHR~.P.
 



- -----

LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G 17151 B.IIII HK 12011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

[
Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan _~ Keter~~~~___ _J

I 

- ------------ - - ---- --- - - ----- -- - ~-------

3 4 
5 1I ­

2 Dasar 
Mengrngat 

nor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
~,intah Daerah Provrnsi dan P€moontaR Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 ~~Gi1iGI 82, Tcrnbchan l.ebaran ~Jeg2ra Rep'_rb l'k 

Indonesia Nomor 4737): 
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 119 tentang Tata Cara 
Pembenan Insentif; Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161) 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

I Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19\ 

IL I 
~ __ ---._-- --~ ---------------------­

bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor I Konsideran Mertmbanq huruf 
I c 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi c disempurnakan
 
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
 
Timur Nomor 18 Tahun 2000 sebaqaimana telah diubah
 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004
 
d Ipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
 
saat ini sehrngga perlu diqanti,
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum ] Drsernpurnakan 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Diubah dengan adanya I 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran perubahan UU No 10 Thn I 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2004 
Tambahan Lembaran Negara kepubllk Indonesia r~{j1l101 

5234), 
Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Disempurnakan 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lebaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11 Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata Disempurnakan 
Cara Pemberian Insentif (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5161); I 

12 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 I Disempurnakan 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang rnenjadi 
Kewenangan Pemenntahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19. 

I 
TdlllLdlldil Ltillt.Jdldll Dacrah I<'Jbup~tcn Lornpunq Ti'l'L" I
 

' I
Nomo~J, L __~ __ - JI 



2 

2 

3	 Nama, obyek dan 
subyek retribusi 

4 Cara mengukur 
. tingkat penggunaan 

jasa 

5	 Prinsip dan 
sasaran dalam 
penetapan struktur 
dan besarnya tarif 

3 

3. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nornor 
02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi=set~ 

orangf}t=-iOOdi staY sadan.yang monggYnakaJ+lmenikmati 
pelayanan ja&a persampahanl kebersihan yang dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal6 
(1)	 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan ~ 

~ volume sampah 
(2)	 JOflis-=saffipah sBoogaiffiana dimak,sY€!----pacta=ayat (1) 

ooalat:1 samf3st:1 0f§anik dafl=ilnrn;ganik InC1Arn c1;;m 

~ 
(3)	 Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume 

sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai 
pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai 
bangunan Rurnah Tallgga Perdagangan, Industri dan I 
Pcrv"')ntnr""'ln c-r-.r+""I llr- ......h., i ...... r"""1 l ...... inr..·'iI/"
I '-'11,\UIIl"VIUII.,J\...dlCl U..;>ClIIUJCl..;>O 101111110. 

Pasal7 
(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan stFYktYF dan 
~ tarif retribusi dirnol,sudl,ar1=-OOtYk rnonYtup 
biaya f*3nyolonggaraaA-flffitHnoFflsanh-J rnAFiA§aflkaf4 
h h............ L..-..:...... .......,.... """'___ _ 1 -l _ 
~, Sia) U f3CTi') CiCi '990' U PC;:e:t-~ClI, ueL 1961 i 

rneml9ortirnsangkoa# kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan. 

(2)	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a~ 

lain l::Jisya pengarntlilan, pengangkYtan gon 
f3@fl9~an sQffipan.~daAtatau po If1USflehB~ 

tCFlf1asuk sewatOOJi I@kasi teffipat=}}embuan€lan akhif 
t4=-f2A~ 

_4_____ 

3.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nemer 
02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2009 Nomor Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tirnur 
Nomor .. ). 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal6 
(1 )	 Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan 
volume sarnpah. 

(2)	 Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka 
volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan 
berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas 
lantai bangunan Rumah Tangga Perdagangan, 
Industri dan Perkantoran serta usaha jasa lainnya. 

Pasal7 
(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan 
____ .. I .. _.L -l__ __~_r# 1.. __ -l:I_ ....... -l .... ..- _.&._1, .... ; •. : ........_
 
IIICl:::>YClIC:lI'\Cll UClII Cl:::>j-JCr\ r\CClUIIClII UClII CICr\UVlla:::> 

pengendalian atas pelayanan tersebut. 
(2)	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, 
dan biaya modal. 

(3)	 Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tarif harga untuk menutup sebagian biaya. 

I 5 

I Disempurnakan 

Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 6 disempurnakan 
dengan menghllangkan 
ayat (2) 

I Pasal 7 disempurnakan 



----

3 
-

1 2 

6 Struktur 
Besarnya Tarif 

dan 

3 4 

(2) 

(1) 

BABVI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 8 
Struktur tarif diqolonqkan berdasarkan pelayanan 
yang diberikan, jerus serta volume sarnpah yang 
dinasilkan dan kemampuan rnasyarakat. 
Struktur dan besarnya tanf ditetapkan sebagai benkut: 

(1) 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal8 
Struktur dan besarnya tanf ditetapkan sebagai 
berikut: 

A. 

2. 

3. 

II	 4. 

5 

6 

7 

Tarif Retribusl 
SUMBER SAMPAHA. (Rp)1_ Tartf Retnbusi RETRIBUSI BULANAN 1~JRp) 

Rumah rnakan, hotel 1 
penginapan, bioskop, kantor 
swasta/perusahaan yang I Rp. I 20000,­
bergerak di bidang jasa atau 
perdagangan industri, ditetapkan 
sebesar 

Kantor atau lokasi perusahaan I Rp. I 
yang bergerak di bidang 
pelayanan umum dan pelayanan 
sosial ditetapkan sebesar 

Usaha yang bergerak dan bersifat I Rp. 
industri rumahan dan sejerusnya 
ditetapkan sebesar 

Toko ukuran luas sampai opng:=m Rp 
9 m' ditetapkan sebesar. 

Toko ukuran luas ~2._~ 

ditetapkan sebesar 

Pedagang tet~ groslr ditetapkan 
sebesar 

Minimarket, ditetapkan sebesar 

8. I Asrama dan sejenisnya sebesar 

I 9. 

10. 

I 
L... I II 

I I 

Mess, ditetapkan sebesar 

Kantor Pemerintah tingkat 
kabupaten ditetapkan sebesar 

2 

15 000.­

I 3 

20000,­
4 

R ooo . II 5 

II 
6 

Rp I 12000,­
7 

Rr I zo OOD­ 8 

Rp. 

Rp. 

40000,­

15000,­

9 

10 

Rp 20 000.­ 11 

I Rp. 

I 

I 
I 

I 
I 

30000,­
12 

I 
L 

Rurnar. makan, hotel 1 
penginapan bioskop, kantor 
swasta/perusahaan yang 
bergerak dl bidang jasa atau 
perdagangan mdustri 

Kantor atau lokasi perusahaan 
yang bergerak di bidang 
pelayanan urnurn dan pelayanan 
sosial 

Usaha yang bergerak dan bersifat I 

industri rurnahan dan sejerusnya 

Toko ukuran luas sarnpai dengan 
9 rrr' 

Toko ukuran luas > 9 m 2 

Pedagang grosir 

Minimarket 

Asrama dan sejenisnva 

Mess 

Kantor Pemerintah tinqkat 
kabupaten 

Kantor Pemenntah tmqkat 
kecamatan 

Kantor Pernerintah tinqkat 
I<'GlUicl!i.Jn / 8\....::.,..j 

I 

20.000.-1 bulan 

15000,- 1bulan 

20000,- 1 bulan 

8000,- 1 bulan 

12.000.- 1bulan 

20.000,- 1 bulan 

40.000,- 1 bulan 

15000.- 1 bulan 

20.000,· 1bulan 

30.000,- 1bulan 

15000.- 1bulan 

6000.- 1 bulan 

5-~ r' 
1. Format Pasal 8 

1I disempurnakan 

2.	 Retnbusi yang dipungut 
perhan agar drf njau 
ulang harem jumlah 
retribusi yang dibayarkan 
apabila dikalikan meruadi 
1 bulan akan lebih besar 
dibandingkan dengan 
yang dibayarkan secara 
bulanan (aspek keadilan) 

I I	 I 
I	 I 



1--1 ----12 3	 4 5 

11 

12 

13. 

14. 

15. 

16 

17. 

18. 

19 

20 
11 

21 

22 

24. 

25 

I 
I 

I 
I 
I 

II ",.,
II ,-u. 

I I 

Kantor Peillermtah trnqkat 
kecarnatan ditetapkan sebcsar 

Kantor ~'elllennlah tlngkat
 
Kelurallan I Dcsa ditetapkan
 
sebesar
 

Gudang barang di lingkungan 
pasar, drtetapkan sebesar 

I	 Rurnall sakit pemerintah/swasta, 
ditetapkan sebesar 

Rumah bersahn swasta, 
ditetapkan sebesar 

Puskesmas, dnetapkan sebesar 

Apotek, . ditetapkan sebesar 

Rurnah tempat tmqqal dl jalan 
protakal, ditetapkan sebesar 

Rumah tempat tinggal 
rnenghadap kejalan umum 
o itetapkan sebesar 
RUIlldh tempat tlnggal dl jalan 

I linqkunqan rlilpt::Jrk::Jn sphpS::Jr 

Rurnah Oinas Golongan I, 
ditetapkan sebesar 

Rumah Oinas Golongan II. 
ditPotCl pkan sphpSrH 

Rurnah Oinas Golangan III,
 
ditetapkan sebesar
 

Tempat rekreasi atau tempat 
hiburan, ditetapkan sebesar 

Tempat praktek dokter, ditetapkan 
sebesar 
T ' .,.. 

,	 ~~~'.'~_U,"~~d~\_l:~~.:"'dl"t;d,"" 
.L':'"CldfJt\dll ::>cue::>dl 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp. 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

I\fJ. 

15000,­

6 DOO,­

40000,­

150000,­

60000,­

20000,­

25000.­

10000,­

10000,­

7.bUU,­

25000,­

18.000,­

12.000,­

75.000,­

30000,­

_ .__ c _ 

LU.UUU,- I 
I 

I! 
13 

1 

,	 14 

15 

16 

17. 

18 

19. 

20 

21 

22 

23. 

L4. 

25 

26 

27 

28 

29 

30. 

31 

32 
II 
I I 

I Gudang barang dl hnqkunqan 
pasar 

i RUlTlah saklt pernerintah/swasta 

Rurnah bersalm swasta 

Puskesrnas 

Apotek 

Rumah ternpat tinggal di jalan 
protokol 

I Rurnah ternpat tmqqal 
menghadap kejalan umum
 

Rumah ternpat tlngg31 di jalan
 
lingkungan
 

Rumah Oinas Golongan I 

Rumah Oinas Golongan II
 

Rumah Oinas Golongan III
 

I empat rekreasi atau tempat
 
hiburan 

Tempat praktek dokter 

Tempat praktek paramedis 

T",,,,ba l 8an 

Pertarnina (SPBU) 

Panti puat I diskotek atau cafe 

Pencucian mobil 

Salon kecaritrkan/panqkas rambut 

Pedagang sayur ~layur/buah-
I UUdlldll, jJl"Uldll. ud!\uldll, eU;;ldll 

I 

40000,- I bulan 

150000,- I bulan 

60000,- I bulan 

20000,- I bulan 

25000,- I bulan 

10.000,- I bulan 

I 10.000,- I bulan 

I 7500,- I bulan i 

25.000,- I bulan 

18000,- I bulan 

12000,- I bulan 

itlUOO,- I bulan 

30000,- I bulan 

I 20000,- I bulan 

5000,- I bulan 

35000,- I bulan 

50000,- I bulan 

15000,- Ibulan 

10000,- Ibulan 

1 OOO,-/harl 
I 
[ - .I 



--- - ---- ---- --- ------ -

__

~) 

L 1 ) 
J 

. 27 I Tam bal F:an dnetapkan sebesartT 
I Pertallllrl? (SPBU). clitetapkcHl 

I sebesar 

29 I Palltl plJatl diskotek atau cafe, 
clitetapkan sebesar 

I

I; IPencucian mobil, ditetapkansebesar 

31. Salon kecantikan/pangkas Rp. I 
.!ambut,-9Iteta~ sebesar____ 

I 

B. RETRIBUSI HARlAN 
1	 Pedagang sayur mayur pikulan, bakulan .eceran 

buah-buahan anqqur, apel. jeruk .duku, durian, 
rambutan, nanas, jengkol,bawang, kol dan 
sejenisnya, ditetapkan sebesar .", ..... Rp. 1.000,­

2,	 Pedagang leveransir, ditetapkan sebesar
 
Buah buahan Rp. 2,000,­
Sembilan bahan pokok/makananRp. 2.000,­

Sayur mayur dan sejenisnyaRp, 2.000,­

3.	 Pedagang daging dan ikan, ditetapkan
 
sebesar:.""."."".Rp.1000,­

4.	 Pedagang makanan dan gerobak dorong,
 
ditetapkan sebesar:. Rp. 1.000,­

5,	 Tempat Pertunjukkan, ditetapkan sebesar Rp.
 
30000,­

e. RETRIBUSI KAMAR MANDl DAN we UMUM: 
1. Mcmdi, ditctapkan scbosar Rp 2000,­

-1 -­1 l 
Rp. I 5.000. 

I 
Rp 35 000.­

I I 

I Rp. I 50000,­

j::~ 15 ODD, 

Loooo" 

4 

33 T Peclagang teveransir B-uah 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

I. buahau/sembako/sayur mayu: 

I	 Peclagang c1aglng/lk3n/makan3nl 
gerobak dorong 

I 
I Tempat Perturuukkan 

Mandl 
I 

I Buang air besar 

Pedagang daging sapi. kerbau
 
dan sejenisnya dalarn rangka
 
hart-han besar
 

Peclagang daging karnbing dan I 
sejenisnya dalarn rangka hari I 
besar	 I 

Peclagang obral tekstil dan obat 1 

sejerusnya dalam rangka han han L 
besar 

5 
-

--- --1 
2000, /han I 

1 000 /han 

30.0001 .... 

2.000/pakai
 

1.000/pakai
 

15.000,-1 

5.000,-1.. 

2000,-1... 

1--­
2

-

I-I ­

I 28 

II 

. 

2, Buang air besa: i kecil duetapkan sebesarRp 1.UUU,­L
I 

_____ __ _ __I	 .----­

I 



G 

1 3
-	

4 52=-	 -- -l~ ---t 
I 

I D. RETRIBUSI INSIDENTAL: 
I 1 Pedagang daqrnq sapr, kerbau dan sejerusnya dalarn 

rangka han-han besar, ditetapkan sebesar Rp. 15000,­
I 2 Pedagang daqinq karnbmq dan sejerusnya dalarn
 
I rangka han besar ditetapkanRp 5 000,­

3	 Pedagang obral tekstil, dan obat sejenisnya dalarn
 
rangka han han besar, ditetapkan sebesar Rp 2000­

7 Penentuan BAB VIII BABVIII Judul BAB VIII diubah dan 
pembayaran, ternpat TATA CARA PEMUNGUTAN PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, Pasal11 ayat(2)dlhilangka~ 

pernbayaran. Pasal 11 ANGSURAN, PENUNDAANPEMBAYARAN
 
angsuran, dan
 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan Pasal 11
 
penundaan
 (2~-P-€ffioogHtano===fet~si~l*uk<m-~e~sailla~e$(1) Pemungutan reribusi tidak dapat diborongkan
 
pembayaran ~r~ki':lf-cd$€(aR==a taH==pejooat~a~j1:tk--oj~Bupati (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
 

W&Ha~~n-t~a~~a~~t~
 dokumen lain yang drpersarnakan 
(3)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dokumen lam yang dipersamakan. dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan 
kartu langganan 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus disetor ke kas daerah. 

I 

Pasal 12 disempurnakanPasal 12 I	 Pasal12 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka (1)	 Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka. 
(2) Pembayaran, reribusi terutang sebagaimana dimaksud 

pernbayaran retrihusi diatur rlpn~Flll Peraturan Bupati 
(2)	 Tata cara pembayaran penyetoran, dan tempat 

fli1rla Cly;:=Jt (1) dilakukan selarnbat-larnbatnya 1 (satu) 
bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yangf&)==f::4~ngma~tAOOsi~r~akaA- pen~a~daBfBh 
dipersamakan¥a~~sdt&etOfkn~w--b~~~~~ 

(3)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

3 Tata Cara Penagihan BAB-X Pasal 13 dtsernpurnakan 
Retribusi 

BABX 
TA+A~R~liNAGlWAN TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

aasa!43 Pasal13 
fi+-~em~ya¥lg~te#ttaRg-befEla&af~~G=ata~okHmen(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

la#l~ng~ip€*6amakatt~tatt-S+R~a~m&lYeWbkaA bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
jumlaMet~jbu&i4'al4~a~s.ooay~mOahM'a~td<-*(2) Penagihan retribusi terutang sebaqaimana dimaksud 
atau~~ur.aRg~ayaf-BleI1'==WaJ~e4ibu~Oapat~gm pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 
melaJ#Hnstan~a+l9-mooaft§ani-=tlru~p4titaAgda~ar~ 

negar8c 
(~'~~IBa~tJ'.i~ba9ajman~t~~pOOa~"~411(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain. yang 

dfluksaRakan- sesua~etootuaA dan.-pemtUffin -perundanq- sejerus sebagai awal tindakan pelaksanaan penaqihan 
uflEiangan-¥an~erlaku Retn hi lsi rlikeli 1:::1 rk:::1n c:pClpr:,\ q:'tpl", h 7 h '"n '3I?P!' ;"tu!: 

I
! tempo oernbayaran __~ .l	 ..J._--------	 -----'--._-- ----- _.------- ­
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Penghapusan 
piutang retribusi 
kedaluwa rsa 

I
 
I
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(4)	 Dalam janqka waktu 7 hari setelah tanggal surat 
teguran/permgatan/surat lain yang sejenis WaJib 
Retribusi harus melunasi Retnbusinya yang 
terutang 

(5)	 Surat tequran/pennqatan/surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat Yang ditunjuk. 

(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

KADALUARSA PENAGIHAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 15 disempurnakan 
Pasal 15 KEOALUWARSA 

(1)	 Penagihan retribusi ~~ kadaluarsa setelah Pasal 15
 
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak I (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
 
saat terutangnya retribusi. kecuali apabila wajib
 kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
 
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
 
Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana
 retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan I(2) 
dimaksud pada ayat(1) teriangguh apabila: tindak pidana di bidang retribusi. 
a.	 Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau (2)	 Kedaluwarsa penagihan retribus: sebagaimana 
b. Ada	 pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi dimaksud pada ayat( 1) tertangguh apabila:
 

baik langsung maupun tidak langsung.
 a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi 

balk !angsung maupun tidak lanqsunq. 
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah wajib retribusi dengan kepadanya 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 
blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal 
ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan I 
angsuran atau penundaan pembayaran dan i 
perrnohonan keberatan oleh waub pajak. 

__.. ----.1. _ 
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BAS XIV
 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 

YANG KADALUARSA
 
Pasal17 

(1)	 Piutang retribusi yang udak mungkin ditaqrh laqi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat dihapus. 

4 

Pasal 17 
(1)	 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penaqihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapus 

(2)	 Bupan menetapkan keputusan penghapusan 
piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

(2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi I (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang 
daerah yang sudah kadaluarsa denOaA=--Keeutblsan 
~pafu 

Sanksi Administrasi BABXVII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal20 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal21 
1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunganI (

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada I (2) 
ayat (1) adalah: 
a.	 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau I (3) 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. Meneliti,	 mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dcnqan tindok pidana rctribusi tersebut. 

I 
-------~--

sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVII
 
SANKSI ADMINISTRASI
 

Pasal20 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

(1)
 
Pasal21 

Pejabat Peqawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana yang berlaku. 
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah Pejabat Daerah yang diangkat oleh Pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

rneneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 
i--dCi dl1gan atau IdJ,JUI dll le: ;"cLul IlItjl1jdJi 

iengK?F_Qa_rljeias. 

() 

5 

Judul bab dihilangkan dan 
Pasal 17 disempurnakan 

Pasal 20 disempurnakan 

Pasal 21 disempurnakan 
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b.	 meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentanq ] 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi tersebut 

c	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang, 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak I 
pidana dibidang retribusi. 

d.	 memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi. 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka 
pelaksanaan tug as penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h.	 memotret seseoranq yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

j.	 menghentikan penyidikan. I 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk I 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang , 
retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(4)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi 
N€gara RtJ..!uLJlif-. IIlUUlh=::.id, ::,t:~Udl Jengan 

I ketemuan yang diatur dalam Undang-Undang 
L Hukum Acara Pidana 

o 
51 2

­

1 __ 
3 

-_.- --	 -- --- -­

c.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidanq retribusi. 

d	 Memeriksa buku-beku, catatan-cetatan. dan 
dokumen-dokunaen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut. 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang	 seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pad a saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi. 

I.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

J.	 Menghentikan penyidikan 
k. Melakukan	 tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi @@eroh rnenuFwt hukwffi ya~t 

~Wil@j"an. 

(3) Penyidik	 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Uumum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

I 
I 
I

L_	 ~ ~ . . . ._ 
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12 I Ketentuan penutup i 
(1) 

Pasal23 
Qengan berlakunya Peraturan Daerah uu. maka Peraturan (1) Pada saat 

Pasal23 
Peraturan Daerah 1111 mulai berlaku, maka 

Pasal 23 disempurnakan 

Oaerah Kabupaten Lampung Irmur Nornor 15 Tanun 2000 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tunur Nornor 15 
tentang RetrrbuSI Persarnpahanl Keberslhan berikut Tahun 2000 tentang Retrlbusi Persarnpahan/Kebersthan 
perubahannya dicabut dan dmyatakan tidak berlaku (Lernbaran Daerah Kabllpaten Lampung Tim ur Tahun 

(2) Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah iru Nornar Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
sepanjanq mengenai tekrus pelaksaannya akan diatur Lampung Timur Namor) dan perubahannya dicabut 
dengan Peraturan Bupati dan dinyatakan tidak berlaku 

(2) Hal-hal yang belurn diatur dalarn Peraturan Daerah iru 
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur 
dengan Peraturan Bupati 

Pasal 24 Pasal24 Pasal 24 disempurnakan 
Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang gal 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan diundangkan 
pengundangan Peraturan Oaerah iru dengan penempatannya Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tirnur. 
13 Penetapan Ditetapkan di Sukadana Ditetapkan di Sukadana Penetapan Peraturan Daerah 

pad a Tanggal 2011 pada tanggal 2011 disempurnakan karena \f\Iakil 
BUPATI LAMPUNG TIMUR Bupati belum dttetapkan 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, secara defirutit sebagai Bupati, 
maka penetapan dilakukan 

ERWIN ARIFIN oleh Wakil Bupati sesuai 
ERWIN ARIFIN ketentuan Pasal 26 ayat (1) 

huruf 9 Undang-undang 32 
Tahun 2004 

14 Penjelasan Apabila tidak ada hal yang 
perlu dijelaskan, dihilangkan I 

saja 

GUBER 

c 
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No Materi Raperda 
2 
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Dasar Hukum 
Mengingat 

I 

I 

2 Diktum Menetapkan 

I 
I 

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G /715/ B.III/ HK / 2011 
TANGGAL : 7 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
 

Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan 
3 4 

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Pernermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
sebagaimana telah diubah dua kali dengan telah diu bah beberapa kaf terakhir dengan Undang­
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

tentang
(Lembaran Negara 

Tambahan
4437)

Undang­
Negara

Tambahan
4844); Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844): 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebaqaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nornor 58 Tahun 20 10 \LerllOalan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 90 , Tarnbahan l.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

DESEMBER 2011
 

Keterangan 
5 

Drsempurnakan 

Penambahan dasar hukum 

8	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang I 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang I Disempurnakan 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernenntah Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
 
Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pernenntah
 Pusat, Pernenntahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Repubhk
 Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran
 Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737;
 Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

Menetapkan PERATURAN DAERAH Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG Disernpurna kan 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. 
TENTANG RETRIBUSI RUMAH BAB I 
POTONG HEWAN KETENTUAN UMUM 

BABI Pasal 1
 
KETENTUAN UMUM
 Dalarn Peraturan daerah rru yang dirnaksud 

Pasal t dcnqan 
n,...,I...,l"Y"l Dr.r""'")fll,.-,n ....J'"'"I"'r ..... l-, ; ., .............. ,.... ....J, ................ L" .......,..J -J.-.. ...............~ ...
. , ...... 

L-	 ____~~u~~1._~UlU-!_~I. UQ~'~_9~~~C1r'\.;.)UUUC"8Q" I 
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Pasal 2 
Oengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan. dipungut 
Retribus: atas penyediaan pelayanan Rtimah Potong 
Hewan 

Pasal 3 
(1)	 Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana 

dimaksud dalam ~al (2j adalah pelayanan 
penyediaan Rumah Potong Hewan yang meliputi 
kandang penampungan ternak, tempat pemotongan 
daging, tempat pelayuan daging, pemakaian 
angkutan, termasuk pelayanan pemeriksaan 
kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, 
yang disediakan, memiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemrintah Oaerah, 

(2)	 Dikeculaikan fasilitas dari Objek Retribusi 
senagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
SUMN, SUMO, dan pihak swasta. 

(3)	 Untuk daging yang berasal dari luar daerah 
Kabupaten Lampung Timur yang dilengkapi Ookumen 

4 
-----~ 

Pasal2 
Oengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, 
dipungut Retribus: atas penyediaan pelayanan 
pemotongan Hewan oleh Pemenntah Oaerah 

Pasal 3 
(1)	 Objek Retribusi Rumah Potong Hewan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang 
meliputi kandang penampungan ternak. tempat 
pemotongan daging, tempat pelayuan daging, 
pemakaian angkutan, termasuk pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelurn dan 
sesudah dipotong, yang disediakan, memiliki. 
dan/atau dikelola oleh Pemrintah Oaerah. 

(2)	 Oikeculaikan fasilitas dari Objek Retribusi 
senagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan 
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
BUMN, SUMO, dan pihak swasta 

(3)	 Untuk daging yang berasal dari luar daerah 
Kabupaten Lampung Timur yang tidak dilengkapi 

Asal Usul Oaging @tkej:;lakGlrl RBt~ P@merik-s-aaft I dengan Dokumen Asal Usul Daqmq. 

~ 

Pasal6	 I Pasal 6 I 

Tinal<at rpnCl9l1nClan jasa diukur berdasarkan jenis : Tinqkat penqqunaan pSJ diukur bcrdacarkan jcrus I 
II pelayanan dan jcnis serta jumlah ternak yang dipotong.	 i pelayanan dan jenis fasilitas serta jumlah ternak yang I 

I di I~__	 _ L Ipotong_. _ 

5 

Pasal 3 ayat (3) dlsem~ lIrna~all 

dengan menambah kalatidak 
Tarif pemenksaan uanq daging

2 
bagi hewan yangdipotong di 
Rumah Potong He\Nan 
seyogianya termasuk dalam 
larif pemeriksaan kese~ alan 
sebelum dan sesudah dipolong 

3	 Pemeriksaan ulang da~ ing yang 
berasal can luar daerah tdak 
diperlukan karena kpgiatan 
pemeriksaan lersebu t leiah 
dilakukan dl daerahasal dan 
bsrtentanqan denqrn obJeh 
retribusi yangdlalurda'3ln 
Perda. 

4.	 Pengenaan retnbrs.alas 
pemeriksaan da9'n9yan~ 

berasal dan Iliar daer ah 
rnerintangi arus lalu Iimas 
barang antar daerah dan 
rnengakibatkan ekoroni biaya 
tinggi. 

5.	 Pemda dapatmelak~ kan 
pemeriksaan ulang dasing dari 
luardaerahsepanjanglidak 
diwajibkan den perniik 
daging/pedagang daging 
mernerlukan pelayanan tersebut 
atau tidak dapat menunjukkan 
dokumen yang meruaakan 
daging tersebut telai operksa 
di daerah asal. 

Pasal 6 disempurnakan 
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5 Struktur Dan 
Besarnya Tarif 

I I 

l
I 

1 
I 

3	 4 -------- --------1
Pasal8	 Pasal 8 
(1)	 Struktur tanf digolongkan berdasarkan jerus pelayanan (1) Struktur tarif dlgolongkan berdasarkan jerus pelayanan. 

jerus dan jumlah ternak jerus tasihtas dan jumlah ternak 
{2)o---=bari~sebagatman8~laksud-padaayat-t+t-meiJputJ (2) Struktur dan besarnya tanf sebaqa.rnana drrnaksud pada 

a	 Bfaya operas-o naI lang sung yang-meiJpuli b.ayabelanje §yat (1) sebag.§1 benku!
 
pegawaj~erillastlkpegawattidak~etap, belanja baHmg_
 JENIS JI.:NIS TI:::RNAK 

TARIF RETRIBUSI 
belanJa===f'Bmejdlaraan,~ewa tanah- dan bangH~ilih PELAYANAN
 
bictya=-=II stn~a n--=-Seffl ua -~=fU tlrl/pefIOO~alnn ya
 Rp. s000 lekor 
berka#$fl-iangs1:mg doo§a-npeJ::+}iOOaan jasa 

• Sapi I kerbau • Pernenksaan 
Rp 3 000/ekorkesehatan ternak • Babl 

b,=~-tlda~ngslt~ang-#1BIiputibl~istrast Rp 3 000/ekor sebelum dlpotong • Kamblng / donnba 
tlffium-d~iay~innY&=¥3flg-=m~ngpeny€~ Rp. 25/ekor• Ayann 
~ Rp.10 000 lekor
 

G.-~od~g~-aitan4€m§antersooJa-A-y-a--a-ldiva
 
• Pemeriksaan • Sapi/ kerbau 

kesehatan ternak Rp.	 3.000 lekor• Babl 
tetapda~-tiv~yay~rjang~enengah-~ sesudah dlpotong Rp 3 000lekor 
~ng~t~~&uran @an bunga f3iRJama~~ilai 

• Kambing / donnba 
Rp 25/ekor

&eWa tan~an~un~nyW&Ulanassetc 
• Ayarn 

- --~------------

.Pemakaian Rp 5 000lekor/han• SapiI kerbau
d~bla~~ain~=yan~r-l:1H~a~ngap 

Rp	 5ODD lekor/hankandang • Bahl
penyediaa~asa seperti bunqa atas -pinjaman-jangka 

Rp.	 2000 lekor/hari(penampunga) • Kambing / domba 
1--- - --- ---- ­~ek 

I Rp 15000/ekor• Pemakaian ternpat • Sapi / kerbau (3)	 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dirnaksud pada 
pemotongan . Rp 10000 /ckor • Bablayat (1), ~ at~ite~-an seba ai benkut 

Rp	 5 000/ekor• Karnbing / dornbaI JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK JASA PE-LAYANANie Pemer'ksaan kesehatan • Sapi I kerbau Rp 5 000 lek Rp 500/ekor • Ayarn 
Rp.	 5.000 lekor/hari• Pemakaln tempat • Sapi/ kerbauternak sebelum • Babi Rp. 3 000 /ekor 
Rp 3000 lekor/hanplclayuan dagingdipotong • K,mlbing / dornba Rp. 3 000 /ekor • Babl 

• Kambing / dornba 1Rp. 2.000 lekor/hari nAw"'r~~rluhd_r I ·~~~~' ~,,,,~~~e~or II__h_ 
~fl C;IIIGI1I\.:JClWI r\C;.)C;1 ICHClI I • udl.Jl i t\~IUdU I\~.IU.UUU ttjt\UI ~ p,m,k"" • Sop, I koch", Rp. 25000/ekor 

ternak sesudah • Babi Rp. 3 000 /ekor angkulan • Babi Rp. 15000 /ekor 
dipotong • Kambing / domba Rp. 3 000lekor 

• Karnbi ng / dornba Rp 10000 /ekor 
• AVrim Pn 7C, !pknr - ~--------

I .Pemakaiankandang • Sapi / kerbau [ Rp. 5.000/ekor/harl " 
penal1lPungan) __ • Babi 

r
Rp. 5 000 /ekor/hari
 

__~__ _ • Kambing I domba
 Rp.	 2 000 lekor/hari 
.P . 

~ 

• Pemakalan angkutan 

• Pemeriksaan ulanq • Sapi / ksrbau Pp 20000 /ekor
 
daglng dari luardaerah Pi' 15111111 lekor
• Babi 
Kabupaten Lal1lpung II I\amblng I dornba kp 1U UUU /ekor
 
Tunur
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7 

8 

2 

6 Tata Cara 
Pemungutan 

Tata Cara 
Pembayaran 

Tata Cara 
Penagihan 

3	 4 5 
-------" ----

Pasal 12	 Pasal 12 
(1)	 Retribusi dipunqut dengan menggunakan SKRD atau (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan Pasal 12 disempurnakan 

Dokurnen lain yang dipersarnakan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
(2)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana atau Dokumen lain yang dipersarnakan. 

dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon. dan I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebaqaunana 
kartu Jangganan 

t-J4-----"rata-= € ora pol aksa Rflfm==lJBrntJRgU1:aft===Rct-J:-i-G-u&i 
€l4tetapk-a~~rattlfBA 8blpati. 

Pasal 14 
(1)	 Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
Dokumen lain yang dipersamakan. 

(3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat 
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati 

Pasal 15 
(1) Penagihan Retribusi terPHtaf=l{j sebagaimana 

I dimaksud pada Pasal (13) didahului dengan Surat 
Teguran 

(2)	 Retri19usi ter{Jtang bordasarl<an SKRD atoo (;)olwmefl 

~~an Surat Koputusan Ke190ratap 
yang tidak atal:l kl:lran§==ffieayar ~ib Rotrisblsi 
pada v+jaktw:l-y-O=<:l'apatditagt~c:longan Surat Paksa. 

(3)	 ~a9iAOP -Retribusi aongan Surat Pak~a 

d#a1<saAak~dasa*an peraturon porunaartg­
undzlnnafF. 

dimaksud pada ayat (1) berupa karcis: kupon, dan
 
kartu Ia n99anan.
 

(4)	 Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 

Pasal 14 disempurnakanPasal 14 
(1)	 Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi 

sekaligus. 
(2)	 Retribusi yang terutang dilunasi selambat­

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya 
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran penyetoran, tempat 
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal 15 
(1)	 Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau I Pasal15 disempurnakan 

kurang bayar dilakukan dengan menggunakan I 
STRD. 

(2)	 Penagihan Retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 

(3)	 Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain 
yang sejenis sebagai tindak awal pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan setelah ... hari 
sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(4)	 Dalam jangka waktu setelah tanggal Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis wajib 
Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. 

(5)	 Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan 
oleh Pejabat )''=1'lSJ ditunjuk 

I le\ T .....+_ ....... _~...... .......-- .... cihan rJ"",,..,, I""'\,.-,.,..",.-,. e-hit ....... n Cllr'"")t
V J ~I;Clld vClIO JJclla~IIClII UOII t-'1.....1 1\.....1 UlLCAI I V"""UI,. 

LTe.. guran/Peringatan/Su.rat lain yang sejenis diatur 
_____________ del~g_an Peratui". li.JJ)at_I.__ 



------- --

5 

]~--- 53	 4 
:I :i Keberata~ --t-

Pasal 17	 Pasal 17 Pasal	 17 disempurnakan 
(1)	 Bupati dalam janqka waktu paling lama 6 (enam) (1) Bupati dalam janqka waktu paling lama 6 (enam) 

I,	 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus 
member! keputusan atas keberatan yang diajukan mernberi keputusan atas keberatan yang diajokan 

II (2)	 Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan 
menerima seluruhnya atau sebaqian, menolak atau (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menambah besarnya Retribusi yang terutang adalah untuk memberikan kepastian hak bagi wajib 

(3)	 Apabila janqka waktu sebagaimana dimaksud pada Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
 
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan diberi Keputusan Bupati.
 
suatu keputusan, keberatan yang dijaukan tersebut I (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
 

10 Penghapusan 
Piutang Retribusi 
Yang Kedaluwarsa 

11 Ketentuan Penutup 

dianggap dikabulkan. 

BAS XVI
 
KADALUWARSA
 

Pasal22 

Pasal26 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 
~~~ 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(4)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan 
suatu keputusari keberatan yang dijaukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

Pasal	 ... I Penambahan pasal baru 
(1)	 Jika penqajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi 
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 
12 (dua belas) bulan I 

(2)	 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB 

BAB XVI 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRI

KADALUWARSA 
Pasal 22 

I Judul bab disempurnakan 
BUSI YANG 

Pasal 26 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, I Disempurnakan 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
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Pasal 27 Pasal 27 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal Disempurnakan 
diundanqkan AgaP&Btl~et~pcofflng4€lpat~tal1w diundangkan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tirnur 

11 I Lain-lain Ditetapkan di Sukadana 
Pada tanggal 2011 

SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

Diundangkan di : Sukadana 
Pada Tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

I 

I 
I I II WAYAN SUTARJA 

Agar Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam l.ernbaran Daerah Kabupaten Larnpung Timur 

Ditetapkan di Sukadana Penetapan Peraturan 
pada tanggal 2011 Daerah disempurnakan 

karena Wakil Bupati belum 
ditetapkan secara defmitf 
sebagai Bupati, maka 
penetapan dilakukan oleh 
Wakil Bupati sesuai 

WAKIL SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ketentuan Pasal 26 ayatERWIN ARIFIN 
(1) huruf 9 Undang-undang 
32 Tahun 2004 

Nama Pejabat yang 
pada tanggal 
Diundangkan di Sukadana 

mengundangkan tanpa 
NIP, pangkat da n gelar SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

I WAYAN SUTARJA 

1~ ~~~6060~ 19810~~005 I _I __J
 

GUBERN 
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IIL__ 

Materi Raperda I 
- -- -2--- --I ­

.. ---- --- ­~--

Dasar Hukum 
Mengingat 

Nama, obyek dan 
subyek retribusi 

Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
iasa 

J _ .. __ 

4 

8 

LAMPIRAN V	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAM PUNG 
NOMOR : G /715/ B.III r HKI 2011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
 

---, 
Rumusan Raperda 
~-----

3 
- ­

-- ­ ---- ­

.. _-----

Undang-Undang Nomor 10 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tarnbahan 
l.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381). 

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

10	 Peraturan Pernenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerrntah. 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (I ernbaran Npgi1ra Republik indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Neqara 
Republik Indonesia Nomor 4737), 

Pasal 2 
Oengan nama Retnbusi Pertokoan, dipunqut retribusi sebaqai 
pembayaran atas penyediaan fasilrtas pertokoan yang 
dikontrakkan atau yang diselenggarakan oleh pemerintah 
Oaerah 

Pasal4 
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
meffifl@fOloo dan menikmatl~~yaRanp~iaan tasihtas 
pertokoan yang disediakan oleh pemenntah daerah 

Pasal6 
Tmqkat penggunaan jasa penyedraan fasihtas pertokoan drukur 
hprrl~c._~rkrl'" jAnr~ r1?r IU3': f:J~~!!tJ:=: ~':J:lg d:gun:Jk=:Jn 

_ 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

I 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234). 

8	 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tatlun1981 Nomor 6. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebaqarmana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah 
Nomor 58 Tahun 2010 

10	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembaqian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Oocroh Kabupatcn/Kota (Lcrnbaran NE:gara RepubllK 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan LehClrCln 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, 
dipungut retribusi sebaqai pembayaran atas penyediaan 
tasrlitas pertokoan yang dikontrakkan atau yang 
diselenggarakan oleh pemenntah Oaerah 

Pasal4 
Subyek retnbusi adalah orang pnbadi atau badan yang 
menggunakan dan memperoleh fasilitas pertokoan yang 
disedrakan oleh pemerintah daerah 

Pasa! 6 
Trnqkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pertokoan 

I 
drul.ur LI..-iJo::.al:\clll J\:;(,I;:', luCI::> Jdll Jdll!:JKd 'lvdKlu id;:,i1ild~ ydll!:J I
digu 1-laKall. 

I 
-~-

-1-·	 --- ­Ketera~gall 

tentang 

I	 _ 

5 
-----------~-

Oasar hukum f\1engingat nomor 
4, 8 dan 10 disesuaikan dengan 
adanya perubahan 

Pasal 2 disempurnakan 
disesuaikan denqan jud ul 
Raperda ini. 

Pasal4 disempurnakan 

Pasal f disempurnakan 



---------

1 J-- __ 2- _ 

4	 Penentuan 
pernbayaran. 
tempat 
pem baya ran, 
angsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

5	 Penagihan 
Retribusi 

-

4	 ~ 

BAB VII
 
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal 10 
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
Retnbusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon 
dan kariu langganan 
Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan 
daerah yang haws disetor ke Kas Daerah. 

Pasal 11 
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di 
muka. 
Pembayaran retribusi terutang sebagaimana pada 
ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya .... hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 
Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat 
pembayaran retnbusi dratur dengan Peraturan 
8upati. 

BABX
 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
 

Pasal13
 
Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
Penagihan retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat 
Teguran. 
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

2
---l5 

Judul Bab VII druoah dan 
substansi Pasal 10 
disempurnakan 

Judul bab dihilangkan dan 
ketentuan Pasal 11 
disempurnakan 

Pada Bagian yang mengatur Tata 
CaraPenagihan ditambah 1 (satu) 
pasal yang mengatur penagihan 
dan penerbitan STRD dan Surat 
Teguran. 

2.	 Penagihan retribusi yang terutang 
oleh BUPLN hanya dapat dilakukan 
apablia Pemda telah menaqih 
terlebih dahulu secara optimal dan 
dokumen-dokumen penagihan 
telah diterima oleh Wajlb Retnbusl 

3.	 Dengan adenya penambahan 
pasal maka urutan dan 
f.JellullJukdll Pd::'di dydl ~tidllJlJlilYd 

oisesuaacan 

3 

BABVII
 
TAi=A=C-ARA=P---E MUNGUTAN
 

Pasal 10
 
I (1) Pemungutan retnbusi tidak dapat diborongkan 
~-Pet~gutan4c0tf4bus~-tlkanoteh satoo~£ga 

perangkat da~tau~k-yaAg==cffi~ (1) 
Bttpati soSUai~M{i§-SspokoYrdaMMAgslnyo: (2) 

(3)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(1) Retribusi 
muka. 

BA8¥m 
lAT~RA~--MBAYARAN 

Pasal 11 
yang terutang harus dilunasi 

(3) 

(4) 

(1) 

sekaligus di I (2) 

Q.acrah yOllg=flarws c:lisetorkan scgara eRAto kokasI rl.,_ ...."h 
bUGi Ull. 

BA84X 
=t=-ATA CARA PENAGU.,fAN 
~ 

(1)	 RotrisYSi yang terutang beroasarkan £KRD at-au 
~n lain 1'009 gif30rsamakan ataE! STRfA----yang 
menyosatkan jl:-Jmlafl-------rotribE!si yDf=1g=harus c:libayar 
~bah, yan~ tidak ataw kUfang---El-ilaayar eJ~atib 

fotrit3usi €laf3§t €litagih molal wi instans4==¥aAg 
mBflanganMirusan pitltan§ dan -lctan~ 

R-)	 Ponag4-Aan r-etrillwsi sobagai-mana ~a-k&l::l~ 

ayat (1) dilaksanakansesu--ai kcGt-entt:.ia~oratl:-Jran 

pe#l-ooa~flam 

(2)	 Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

~Dsil -pW=lgutaA retribusi merupakan 130ndaf)aillA I (3) 

(1) 

(2) 

(3) 
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-

2 

Penghapusan 
piutang retribusi 
yang kedaluwarsa 

I I
 
I I
 

3 

BABXI
 
KADALUARSA PENAGIHAN
 

Pasal 14
 
(1)	 Penagihan retribusi @ffiyala~ kadaluarsa setelah 

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib 
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi 

(2)	 Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1) tertangguh apabila: 
a.	 Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau 
b	 Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi 

baik langsung rnaupun trdak langsung. 

4 

BABXI
 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 

KEDALUWARSA
 
Pasal14
 

(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan 
tindak pidana di bidang retribusi. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (1) tertangguh apabila: 

~:	 ~~:rbl~~~_I~:~~~ti_~egu~~~_~ at~~ti~~~~~ p~~~r ~:j~b 
retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 

(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah wajib retribusi dengan kepadanya 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 
blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5)	 Pengakuan retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal 
ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan 

---'--­

anqsuran atau penundaan oernbavaran dan i 
perrnohonan keberatan o!eh wajib pajak - I 

Pasal 14 Raperda 
disempurnakan sesuai denqan 
Pasal 167 UU No. 28 Tahun 
2009 

I 
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I 

I 

I 

7 Sanksi administrasi 

8 Penyidikan 

BAB XIII
 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
 

YANG KADALUARSA
 
Pasal 16 

(1)	 Piutang retribusi yang trdak mungkin ditaqih lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat dihapus. 

~	 Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi 
daerah yang sudah kadaluarsa ~pu-tYS@+l 

f3 bIpati. 

Pasal 19 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

Pasal 20 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidrk untuk melakukan penyidikan tmdak pidana 
dibidang retribusi daerah seoaqaimana dim aksud I 
dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang 
berlaku.	 . 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a.	 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. Meneliti, meneari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi at au badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi tersebut 

e.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubunqan dencan tindak I 
pidan~di bldang retribusi. - - I 

Pasal 16 
(1 )	 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagl 

karena hak untuk rnelakukan penagihan sudah 
kadaluarsa dapat dihapus. 

(2)	 Bupati menetapkan keputusan penghapusan 
piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Tata eara penghapusan piutang retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 19 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan 
menggunakan STRD. 

Pasal20 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebaqai Penyidrk untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidanq retribusi, sebaqairnana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a.	 menerima, meneari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas: 

1----- - --- 5--
Pasal 16 Raperda 
disempurnakan sesuai dengan 
Pasal 168 UU No 28 Tahun 
2009 

Pasal 19 disempurnakan 

Pasal 20 disempurnakan 
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2 3 

d.	 Memenksa buku-buku, catatan-catatan. dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi 

e	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukf pembukuan, peneatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukt: tersebut. 

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi. 

9	 Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

h	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi 

I.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 

J.	 Menghentikan penyidikan. 
~	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retnbusi €laoFah meooFldbtluk-uffi--------yiilAg=Gapat I 
p6!ian~9un9 jilwabl:ail. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Aeara Pidana. 

(4) 

-----_. ­

4 

b. rneneliti.	 mencan, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi 

c.	 mernmta keterangan dan bahan bukti dan orang 
pnbadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dI bidang Retnbusi; 

d.	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
lindak pidana perpajakan Retribusi, 

I.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelanearan penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, seSU31 dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Acara Pidana. 

5 
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BAS XVIII	 BAS XVIIII~ IKetentua~'-Pidana 

3	 4 

I ~tambah1-~~:tU) ayat yang I 

I I 
I 

10 Ketentuan penutup 

I \ 

l J 
I 

KETENTUAN PIOANA
 
Pasal 21
 

(1) WaJib Retribusi yang tidak rnelaksanakan 
kewajibannya sehmgga meruqikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan 
kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) 
kali jurnlah retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dibayar. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

Pasal 22 
(1)	 ~n berlakuA¥a Peraturan Daerah ini, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor 

KETENTUAN PIDANA
 
Pasal 21
 

(1)	 Vvajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehmqqa rneruqikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 
3(tiga) bulan kurunqan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 

(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pelanggaran. 

(3)	 Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan negara. 

Pasal 22 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksaannya akan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 
Pada saat Peraturan Daerah ini rnuali berlaku, rnaka 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 15 

~:n/~~III,U~C>rt:O~~n \:~I\at,),? n,,~,~~~~~s~n,~a;;:~h,~r~s~ I T:h~~~~~OO{1 ~~~_n.~~ R~~b~:~ P,~:a~,_~~~=lr Id_a~~~~u
 
...... l,..ollllU\U.U I '-'I tokoar I berikut t-'''--''UUOIIClIII Iya UI\...oOUUL Uall 

dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Hal-hal yang belum	 diatur dalam Peraturan Daerah ini 

sepanjang rnengenai teknis pelaksaannya akan diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal23 
Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang @@pBt mengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
rpnprnri'l(rlnnY:::l rlClI::lm! pmhrlr~n 118pr8h K~hllr3ter) 

l ampunq Tirnur. 

PCrtUr\.VC111 \LCIIIUdICUI uaelctll Kabupaten LdlllfJUllg 

Timur Tahun ..... Nornor .... , Tambahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nornor '" ) dan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor. ... 
Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun ..... Nomor ... , Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Timur 
Nomor ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 24 
Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan 

I	 pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penernpatanrwa dalarn l.embaran Daerah KJbup3ten 
I	 ~~~, .~~ T;~ •.• 
LCtlllt-'UII~ I III lUI . 

mengatur penerimaan denda 
pidana sesua dengan Pasal 
178 UU No. 28 Tahun2009. 

Pasal 22 disempurnakan 
dan diubah menjadi 2 pasal 

Pasal 23 diubah menjadi 
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11 Lain-lain Ditetapkan di Sukadana 
Pada tang gal 

SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

3 4 -+--
Ditetapkan di Sukadana Penetapan Peraturan Daerah 

I disempurnakan karena Wakll2011 padatanggal 2011
 
I Bupati belum duetspken socara
 

definitif sebagai Bupati maka
WAKIL SUPATI LAMPUNG TIMUR, 
penetapan perda dilakukan 
oleh Wakll Bupati sesua: 

ketentuan Pasal 26 ayat (1~ I 
huruf 9 Undang-undang 32 

ERWIN ARIFIN Tahun 2004ERWIN ARIFIN
 



---- -- --

------

2 

I No 

1 

Konsideran
 
Menimbang
 

Dasarhukum 
Mengingat 

KeteranganRumusan Penyempurnaan 

4 
--_.~ 

Huruf b dihilanqkan 

Disempu rn akan
 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rnaka
 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor 16 tahun
 
2000 sebaqairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 
Nomor 5 Tahun 2004 dipandang tidak sesuai lagl dengan
 
situasi dan kondrsi saat rru sehmqqa perlu diqanti,
 

bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Drsempurnakan
 
pada huruf a dan b tersebut d: atas. perlu ditetapkan Peraturan
 
Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi
 
PCIClY::lnDn PDsDr
 

Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 1983 tentang Disernpurnakan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebaqaunana telah drubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .. , Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Disempurnakan
 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234);
 

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Disempurnakan
 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
 
rCtllcr:nt:Jll:Jn D~cr~!i r;C\,lln~[ d~~"l rC'~l°C'n::t:Jh:Jr 03C'r?h
 
l/ ...... h ..............f,-., ..... fl/ ................ /1 ,-., .......... h,..., .......... .., ,....1,......,,...., .......... '""'1 O,-,r""\llhl.l .... Inrl,....nr'\C';""'\ T'""'Ihlln
 
"OUUtJCll,(;IIlI'VlO \LIVIIIUOIClII 1"oI'-'~C.,UU 1\\"""!JUUlll' III ....... VII\...... ....llU IUIIU_'
 

2007 Nomor 82 Tarnbahan Lebaran Negara Republik
 
lndonesia Nornor t1.7~~\,
-------'­

LAMPIRAN VI	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G / 715/ B.III/ HK /2011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
 

Rumusan Raperda 

3 

~-sala~fe-=-jenis- retflbusi~cdaerah-sesua~~engan 

8OOaRg~Undaf1!:J ~J@mGf-----28~::rahun---2009 ~~entaf\~ePaja-k 

QaB+$R daf+-==RetnbLl~ae~a!~tHOOSj~iJB4a¥aRan 

~ 
c	 bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 28 

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah, 
maka f*JflgatLlr~--RgOOa~fibusi-pejayanan~~saf 

~ Peraturan Daerah Kabupaten l.arnpunq Tirnur Nemer 
16 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2004 dipandanq tidak sesuai laq: 
dengan situasi dan kondisi saat ini sehmqqa perlu diganti; 

d	 bahwa berdasarkan pertrrnbanqan sebaqairnana dimaksud 
pada huruf a, ~------6 perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Retnbusi Pelayanan Pasar 

1 os:< < tont":)nn2. Peraturan Pernerintah Nemer 27 T3hun I VV'-' ........... ,llUI'~ 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

I b 

i 

I c 

1 2 

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang I 8 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4389), 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbaqran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
f"lc:ncrint:Jh D:JCfJh rrc\::n:,: :1~~ r'crncrintZlh DJcrJt--: 
l/ ....... h" ........... f ............. II/............... fl .............. 1,.-.,_............... 1\1 ...................... _ n .............. , ,hl;l, I ....... "l,.., ........... r-; ........ 
l,auutJQlCllll'VlCl \L.CIIIUClIOII l\lc;~OICi l\.ctJUUllr\. IIIUVIIC..:JICJ 

Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lebaran Negara Repub!ik 
Irld~nes~a Nomor4737_)_, ~_ _ _ 

11 

5 

i 
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I 

3 I Diktum 
Menetapkan 

Nama, objek, 
subjek retribusi 

4 

3	 4 5 

13	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur DisempurnakanI 

Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan
 
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
 
19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Larnpung Timur Tahun .... Nomor 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Nomor .. ); I 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Disempurnakan 
22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan
 
Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai mana telah diu bah
 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagai
 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur
 mana telah diu bah dengan Peraturan Daerah
 
Nomor 5 Tahun 2009;
 Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 

(Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Tahun .... Nomor .... , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tirnur Nemer ... ); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor I 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Disempurnakan'I 

02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI PELAYM4AN 

PASAR.
 
BAS I
 

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 3 
(1)	 Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas 

pasar tradisional, berupa lilpakm~R, los, Taka, 
yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus 
disediakan oleh pedagang. 

(2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana I	 I 

Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
 
Kabupaten Lampung Timur Tahun Nomor .... ,
 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
 
Tirnur Nomor ... );
 

Menetapkan PERATUR~AN DAER~~ TENTANG ~;:~~~~~~~~~k:l:,,~~:lal1:~~ i 
RETRIBU..;>I PELAYAt'..A.J PASAR. U';:'C:;JOJClI "01 I u","~al I keno 

PERATURAN pada Diktum 
BAB I Menetapkan 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksud dengan : 

Pasal3	 Pasal 3 disempurnakan 
(1)	 Obyek Retribusi adalah semua penyediaan fasilitas
 

pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los,
 
kios dan toko, yang dikelola Pemerintah Daerah.
 
dan khusus disediakan untuk pedagang.
 

(2)	 Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana 
I dimaksud pada avat (1) adalah pelavanan fasilitas dimaksud pada avat (1) adalah pelayanan fasiutas I 

I. _L 

pasar yang 
swasta . 

dikeloia oleh BUMN,BUMD, dan 

. _ 

pihak pasar yang dikelola oleh BUMN, SUMD, dan pihak i 
swasta. __ J 

----- ­
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Cara mengukur I BAB IV 
tingkat penggunaan I CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
jasa Pasal 6 

I (1) Oasar pemungutan retribusi untuk pedagang adalah 
tingkat penggunaan jasa 

(2)	 Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor 
a jenis dan sifat bangunan, dan 
b luas bangunan 

Prinsip yang dianut BAB V 
dan	 sasaran dalam PRINSIP 9AN=SASARAN PENETAPAN TARIF 
penetapan struktur RETRIBUSI 
dan besarnya tarif Pasal? 

(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
terse but. 

(2)	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, 
dan biaya modal. 

BAB VIIIPenentuan 
+-AlA CAR~MUNGU*ANpembayaran, tempat 

Pasal11pembayaran, 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.angsuran, dan 
(2)	 Pemungutan retribusi dilakukan oleh satuan kerjapenundaan 

perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh
pembayaran 

Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
(3) Retribusi	 dipungut dengan menggunakan SKRO atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

4 

BAB IV
 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Pasal6
 
Tinqkat penggunaan jas a pelayanan pasar diukur 
berdasarkan luas. jenis ternpat yang digunakan. 

' 

BAB V
 
PRINSIP YANG DIANUT DALAM SASARAN
 

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 
RETRIBUSI
 

Pasal?
 
(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

ditetapkan dengan memperhatikan biaya 
penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan 
masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2)	 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
biaya operasional dan pemeliharaan biaya bunga, 
dan biaya modal. 

BAB VIII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN,ANGSURAN,DANPENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal 11
 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diboronqkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau Dokumen lain yang dipersarnakan. 
(3)	 Ookumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, dan 
kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan Retribusi sebaqairnana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Oaerah. 

Pasal 6 disempurnakan 

Judul bab Pasal 7 
disempurnakan 

I' 

' 

Judul bab dan Pasal 11 
disempurnakan 
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Tata cara 
pembayaran 

9	 Tata cara penagihan 

10	 Pengurangan, 
keringanan dan 
pembebasan retribusi 

(1) 
(2) 

(3) 

- - 3- - ­
BA8 !X
 

rA1AoCARA REM8A¥ARAN
 

Pasal12 
Retribusi yang terutang harus orlunasi sekaligus dl rnuka 
Tata cara pernbayaran. penyetoran dan tempat 
pembayaran retnbusi diatur dengan Peraturan Bupati 
Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah 
yang harus d.setorkan secara bruto ke kas daerah 

BABX 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal13 
H~~~iiH#s~~a+tg~tef~Si¥I<~~Q-atau=4ekum€+l 

laj~--¥i3ng~ipersamakan~ataY-S+R~ai4g-4~€n,'€babkaA 

JU~00c-48t#b14&4-1'On~a~a¥afGertambaR~9-~k:Jak 
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(2)	 Poo~j~~retribus.~€bagaima~Du~kcSUd=-fJaGa=i:ly&t=(=11 
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BAS XI
 
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
 

RETRIBUSI
 
Pasal14 

(1)	 Bupati dapat rnernberikan pengurangan. kerinqanan. dan 
pembebasan retnbusi 

-~II (1 
4	 

1~~~UI dl~llangl<.an ~~nlPasal12	 bab 
(1)	 Pembayaran Retnbus: yang terutang harus ortunasi 1 

sekaliqus dimukai 
(2)	 Pembayaran retnbus: terutang sebagaimana drrnaksud 

pada ayat (1) dilakukan selambat-Iambatnya han 
sejak drterbttkannya SKRD atau Ookumen lain yang 
dipersamakan 

(3)	 Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah 
yang harus disetorkan secara bruto ke kas daerah. 

(4)	 Tata cara pembayaran dan penentuan tempat 
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran 
Retribus: diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABX 
TATA CARA PENAGIHAN	 I 

Pasal13 
(1)	 Penag ihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD 
(2)	 Penag ihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) didahului dengan Surat Teguran 
(3)	 Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran 

atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebaqai awal tindakan pelaksanaan penaqihan retnbusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh 
tempo pembayaran 

(4)	 Dalam janqka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Sural I 
Tequran atau Sural PelillgdLcHl aiau Surat iain yang' 
sejerus. wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. 

(5)	 Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebaqairnana 
dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dialu: 
dengan Peraturan Bupati 

BAB XI 
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN 

RETRIBUSI 
Pasal14 

(1) Bupati dapat rnernberikan penquranqan, keringanan dan 
pembebasan retribusi 

Pasal 12 drsernpurnakan 

2 

Pada Bab yang mengatur 
penagihan relribusi dilarnbali 1 
(salu) pasal yang mengatur 
penagihan retribu SI d eng all 
menggunakan STRD. sesua 
dengan Pasal 160 UU No. 23 
Tahun 2009. 
Penagihan relnbusi yan~ 

terutang oleh BU PLN han ya 
dapal dilakukan apabila Peelida 
telah menagih terlebih da hulu 
secara optimal dan dokurrer­
dokumen penagihan te',ah 
drterima olen VVapb RetnbuSI. 

I 
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11 I Penghapusan 
, piutang retribusi yang 

kedaluwarsa 

3	 4 

(2) Tata cara pemberian pengurangan kermqanan dan (2) Tata cara pernberian pengurangan, kennganan dan 
pernbebasan sebaqa.mana dirnaksud pada ayat (1) diatur pembebasan retrrbus: sebaqarmana drrnaksud pada ayat 
dengan Peraturan Bupati 

BAB XII
 
KADALUARSA PENAGIHAN
 

Pasal15 
(1) Penaqihan	 retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah 

meiarnpaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya retnbusi, kecuali apabrla wajib retnbusi 
melakukan tmdak pidana di bidang retnbusi. 

(2)	 Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat(1) tertangguh apabila 
a.	 diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau 
b	 ada pengakuan utang retribus: dan wajib retribusi baik 

lang sung maupun tidak langsung 

B~l\t 

+A"fA-CARA-P-ENGM-ARYSA~IU:t'-ANG-RE~USI~'iANG 

KADAWARSA 
P--ils-a~ 

f*r-l4#tan9"~@tribuSt-,¥ang~da~un~-#lditagiMagikar@A@hak 
untuk~--m€}jakukaA--~ag-i!:@n----=&Udah~k~l:Iars~apat 

(1) dratur dengan Peraturan Bupati 

BAB XII
 
PENGHAPUSAN PIUT ANG RETRIBUSI YANG
 

KEDALUWARSA
 
Pasal15 

(1)	 Hak untuk rnelakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terrutunq sejak saat terutangnya Retribust, kecuali jika 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retnbusi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) tertangguh jika 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b ada pengakuan utang Retribusi dari lNajib 
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung 

(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan 
dihitung sejak tanggal ditertmanya Surat Teguran 
tersebut. 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebaqaimana dimaksud pada avat (2) huruf b adalah 
WaJib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih rnernpunyai uiang Retribus: dan berurn 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah 

(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara trdak langsung 
sebaqairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari penqajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal16 
(1)	 Prulanq Retribusi yang tidak rnunqkrn ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa 
dapat dihapuskan. 

di~s. I	 i
~upatt-mooetapkim-peftghapusa~utang ret#oosl daemh	 ! 

Pasal 14 disempurnakan 

- Judul bali Pasal 15 
disernpurnakan sesua dengan 
Pasal 167 UU No. 28 Tahun 
2009 

- Penambahan Pasal 16 baru, 
urutan pasal lain 
menyesuaikan 

Judul bab dihilangkan dan 
Pasal 17 diubah menjadi 
Pasal 16 

I 
______L ~_J~angsLlfi1~-, :,aJ~~~It0-~t:!~<3li K"'1!lllu:'<:J~!::GuV~(1 L __	 __ J 
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13	 I Sanksi Administrasi BAB XVII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 20 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih 
dengan menggunakan STRD. 

14 Penyidikan BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

Pasal21 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang 
ber/aku. 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah . 
a.	 Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b	 Mene/iti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi tersebut 

(2) Bupati	 menetapkan 

4 

Keputusan pengh~~usanT- ­
5 

Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I 

(3) Bupati	 menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutanq Retribusi yang sudan kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(4)	 Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAS XVII Pasal 20 disempurnakan 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 20 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

Pasal 21 disempurnakanBAS XVIII 
PENYIDIKAN 

Pasal21 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan
 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan
 
rjpnCr'ln til1rl~k rirl;::ln:=1 rli hirl::Jna Rptrihllsj 8CJrlr
 i 
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c.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
 
pribadi atau bad an sehubungan dengan tincak
 
pidana di bidang retribusi
 

d	 Memeriksa buku-buku. catatan-catatan. dan I 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan trndak 
pidana di bidang retribusi: 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti tersebut: 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi; 

g.	 Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h.	 Memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana retribusi: 

I.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

Jk. ~:~ag~~~~t~ka~i~:~~~~ka~~in yang perlu untuk I 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (4) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

b	 meneliti, rnencan, dan menqurnpulkan keterangan 
menqeriai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
prdana Retnbusi 

c.	 rneminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana 
di brdanq Retribusi; 

d. memeriksa	 bu ku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

e.	 melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terse but; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tug as penyidikan tindak pidana di bidang 
Retnbusi; 

g. menyuruh	 berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang. benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

,	 ~~:lr~_~:l;'p:j_:~a~l .~_:~~,i,b~~~_~~~. keterancannva dan i 
I.	 1111;;11 dll~\:!" VI dll\:! UIIlU" UIUI;;II~Cll "1;;11;;' all~allllY U II 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 
j.	 menghentikan penyidikan; dan/atau 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Periyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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1 2 

15 Ketentuan Pidana 

16	 I Lain-lain 

II 

I 

17I 1 :enjelasan 

3
­

BAS XIX
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 22 
(1) WaJib Retribusi yang tidak melaksanakan 1(1) 

kewajibannya sehingga rnerugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan 
kurungan atau pidana denda paling banya k 3 (tig a) 
kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang 
dibayar 

(2) Tindak	 pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

Ditetapkan di Sukadana
 
Pada tanggal . 2011
 

i BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

Diundangkan di Sukadana 
I Pada tanggal. . 

(2) 

._---1_----__
 4 

BAB XIX
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal22
 
Vvajib Retribusi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 
3(tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar 
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)	 merupakan penerimaan negara. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

Diundangkan di Sukadana
 
pada tanggal
 

GUBERN 

5 

Pasal 22 disempurnakan 

\~ /'
 

1.	 Penetapan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati belum 
ditetapkan secara definitif 
sebaqai Bupati, maka 
penetapan perda d1lakukan 
oleh Wakil Bupati sesuai 
ketentuan Pasal 26 ayat 
(1) huruf 9 Undang­
Undang 32 Tahun 2004 

2.	 Pejabat yang 
ntenqundanpl.an tanpa 
NIP, geli1r dan panqkat 
dan pada penjelasan tidak I 

perlu ada tandatangan 

Sekda !Ida; 
Tidak perlu, jika tidak ada 
yang dijelaskan 

/
 
SJACHROY
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G /715/8.111/ HK 12011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASI TERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 

_No I Mater; Raperda 
1 2 

- -----"----­

1 I Konsrderan 
Menimbang 

, Dasar 
Mengingat 

Hukum 

Rumusan Raperda 
~-_._-

3 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dl maksud 
pada huruf a dan b d: atas. maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusl Pelayanan Kesehatan 
di Kabupaten Lampung Timur 

5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebaqaimana 
telah diubah beberapa kah terakrur dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (l.ernoaran Negara Republik 
lndonesia T;:1hlln 70(18 Nornor C)q Tarnhahan I Plllh;:jr;:jn 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernenntahan antara Pernermtah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737), 

17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tirnur Nomor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemenntahan yang rnenjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah, 

18 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Orqanisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

I c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
pada huruf a dan b di atas: maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan dl Kabupaten Lampung 
Tirnur; 

5	 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repubilk Indonesia Nomor 4437) sebaqairnana telah diubah 
beberapa kali teraklur dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ.k 
Indonesia Nornor 4844); 

Nomor 06 Tahun 2009; I 06 Tahun 2009(Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung 

---.--- ­

I 
I 

~_. 

Trrnur Tahun Nornor 
Kabupaten LarnP11ng Timur 

, Tambahan 
Nomor 

Lembaran Daerah 

I 
10	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah, 
Pemenntahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4737), 

17	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 19 
Tahun 2007 tentang Urusan Pernermtahan yang rnenjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Lampung Trmur Tahun Nomor .. Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor ), 

18	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 23 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Orqanisasi dan Tata 
KerJa Lembaga Teknis Daerah sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 

Keterangan---J 
---- 5- _-==~ 

Disempurnakan, urutan 
disesuaika n dengan 
hirarki 

oisernpu rnakan 

Disernpu rnakan 

Disempurnakan 

Disempurnakan 
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2 
~ 

Diktum 
Menetapkan 

4 Nama, objek dan 
subjek retribusi 

I 
I I 
~_' 

3 
._--	 --­ -

19	 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Lampung Tirnur sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH KABYPATEN 
kAM-PU-NG TIMUR TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEHATAN. 

BAB I
 
KETENTUAN UM UM
 

Pasal 1
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 

Pasal 3 
(1)	 Obyek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan 

pelayanan lainnya yang disediakan oleh Rumah Sakit 
atau Puskesrnas 

I (2)	 Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi 
. badan/lembaga yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan I (2) 
dengan fungsi Rumah Sa kit atau Puskesmas dan atau 
menggunakan fasilitas Rumah Sakit atau Puskesmas. 

(3)	 Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus melakukan perjanjian kerjasarna dengan pihak I (3) 
Rumah Sakit atau Puskesmas. 

BAfHV
 
BEL" Y°NAN~~-rAN
 

~~
 

Petayan~BSOOat~OOpateP=L~~=imtl~
 

I €MaAA---fet+tottStnyD dilaMafWk~~
 
a Rurnah Sakit Umum Dscrah,
 
L-.	 n .. _I. __ . _ 

___, _~ c. '''4::n._l~ 
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19.	 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Drnas 
Daerah Kabupaten Lampung Tirnur sebaqarrnana 
telah diu bah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Larnpung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun ... 
Nomor .... , Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Timur Nomor .... ); 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 

(1) 

RETRIBUSI PELAYANAN 
KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang 
dimaksud dengan 

Pasal3 
Obyek retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) adalah pelayanan kesehatan dan 
pelayanan lainnya yang disediakan oleh RUlllah 
Sakit/Puskesrnas yang dirniliki atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. 
Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan 
kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah, BUMN dan pihak 
swasta. 
Subyek ada lah orang pribadi/badan yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 

5 

Disempurnakan 

Pengetikan kata "Dalarn ... " 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 3 disempunakan 
sesuai dengan Pasal 111 
UU No. 28 Tahun 2009 

Dlhilangkan, karena sudah 
diatur dalam Pasal 3 ayat 
(1) 

-------- ----._--­
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JENIS PE
BAB IV 

LAYANAN KESEHATAN 
Bab V diubah menjadi Bab 
IV, dengan adanya 
perubahan bab yang 
selanjutnya menyesuaikan 

------- ­ I 

BAS V Penambahan bab dan 
CARA MENGUKU

Tingkat penggunaan jasa pelayanan 
berdasarkan jenis 
digunakan dan frekuensi pelayanan 

Pasal7 

pelayanan, 

R TINGKAT 

kesehatan 
bahan/peralatan 

PENGGUNAAN JASA 

diukur 
yang 

pasal baru yang mengatur 
cara mengukur tingkat 
penggunaan jasa sesuar 
ketentuan Pasal 156 UU 
No 28 Thn 2009 

BABVI Pasal 8 disempurnakan 

~	 43~-T 2 

BABV 
JENIS PELAYANAN KESEHATAN 

I 

5	 Cara mengukur . ­
tinqkat penggunaan
 
jasa
 

6 Prinsip yang dianut BABVI 
dalam penetapan PRINSIP DASAR DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
struktur dan STRUKTUR 
besarnya tarif TARIF RETRIBUSI 
retribusi Pasal 8 

(1) Prinsip	 dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk 
menutup dan atau untuk mengganti biaya 
pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji 
pegawai serta tidak bertujuan mencari keuntungan. 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 
(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan 
memperhatikan biaya penyediaan dan efektifitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. I 

(2) Komponen-komponen yang digunakan dalarn I (2) Kom ponen-korn ponen yang digunakan dalam I 
menetapkan besarnya tarif retribusi, yaitu : 

a. Jenis Pelayanan; 
b. Jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai; 
c Biaya perawatan; 
d. Biaya pemeriksaan dan tindakan; 
e. Biaya akomodasi; 
f Biaya pemeliharaan; 
g. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya 

yang mendukung penyediaan ja 

7 I Struktur dan BABVII 
besarnya tarif STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
retribusi Pasal 9 

I (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan 
kpsph,01tCOln di Puskesrnas berdas arkan jenis 
....... ,.....1....,\1,.... ....... ,.... .......
tJ\,:...aa y CIIIOI I 

L"~f"'o,.....h....,+..... "", 
J'\.'-.:'v~IIOlC111 yanq ,.J;h" .. ;I"' ..... _ 

UIUCIIr\OII, 
......-._1; ....... , ...; 
IllClltJUlI 

didalamnya termasuk jasa sarana dan jasa 
peiayanan 

menetapkan besarnya tarif retribusi, yaitu : 
a.	 jenis Pelayanan; 
b. jumlah dan jenis pemakaian alat habis pakai:
 
c biaya perawatan;
 
d.	 biaya pemeriksaan dan tindakan; 
e.	 biaya akomodasi; 
f.	 biaya pemeliharaan; 
g.	 biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang
 

mendukung penyediaan ja
 

BAB VII I Pasal 9 disempurnakan 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 9 
(1)	 Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan 

RlIm01f-] Sakit Umurn dikenakan kerarlri nla"yarakat 
., ............ _ ....................... ...-J ............... '""'I+I, ............. ; ................................ 1...... " ........................ ...-J'""'I ...... ;'""'1"""'""'1 ,...'""'Irf"'\ ....... '""'1
 
yen 18 II ICI lucqJO If''\.O I I JGlva tJIVIOYOllOI 1 ual I JGlva vOl 0110
 

kesehatan. 
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3 

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan 
kesehatan di Puskesmas ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

~ 

~trHktur €lafl=---besamya-==t@rif FQt-r-tOOsi pob)'anan 
kesehatan di R-t4maft-=Sakit=OOroosar-kiln jOFlis 
~olayanan hesohatan 'lang disorikan, FAolip13ti 
dtdalaFAFlva torFA@&Uk=iaGa=S~asa=f4:.#11-ah sakit. 
€lan iasa-ooavanan. 

(2) ~tr13ktur d@Fl Decam)'a taftf FQtribwsi pebyanan 
keseRman €Ii RtJFAah ~akit €Iiteta~kan sesa~@irn@oo 

tef6EH~ffi==c€liMamF==!il~~' C@~ru~akan=bag-ian 

'lana tigaMemisahl<an €lari Peraturan Daeroh ini. 

.L. 
(2) Struktur dan besarnya tarif retnbusi pelayanan I 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalarn lampiran I dan Lampiran II dan 
merupakan baqian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah InL 

Pasal 
sudah 
Pasal 9 

5 

I 
i 
I 
I 

10 driilanqkan, 
digabung dalam 

BAB IX 
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG 

OLEH PIHAK LAIN 
Pasal 12 

Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan 
lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan 
Puskesmas bagi Orang Tahanan dan atau Nara 
Pidana biayanya ditanggung oleh Instansi yang 
bertanggungjawab terhadap Orang Tahanan dan 
atau Nara Pidana terse but. 
Pasien bagi Orang Tahanan dan/atau Nara Pidana 
yang masuk atau dirawat inap di Rumah Sakit 
ditetapkan pad a kelas III. 
Apabila keluarga atau pasien sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menghendaki dirawat pada 
kelas yang lebih tinggi, harus ada izin dari Instansi 
yang bertanggungjawab dan persetujuan Direktur 
Rumah Sakit dan selisih biaya tarif retribusi 
ditanggung sendiri oleh pasien dan keluarganya. 

BABIX 
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG 

OLEH PIHAK LAIN 
Pasal12 

(1) Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pelayanan I (1) 
lainnya yang diberikan Rumah Sakit dan Puskesmas 
bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana biayanya 
ditanggung oleh Instansi yang bertanggungjawab 
terhadap Orang Tahanan dan atau Nara Pidana 
tersebut. 

(2) PBndcr-i-t@ bagi Orang Tahanan dan atau Nara Pidana I (2) 
yang masuk atau rawat inap di Rumah Sakit 
ditetapkan pada kelas III. 

(3) Apabila keluarga atau penderita dimaksud pad a ayat I (3) 
(2) menghendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi, 
harus ada izin dari Instansi yang bertanggungjawab 
dan persetujuan Direktur Rumah Sakit dan selisih 
biaya tarif retribusi ditanggung sendiri oleh oonder-tt-a 
dan keluarganya. 

Pasa[ 12 disempurnakan 
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5 

4
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2	 3 

BAa-eX! 
PENeAPA-=r~E"T-RlBYSI P-Eb-AVANAN K£SEHATAN 

Pasald:l4 
(~Semtlfl===-=ePe~atan===c==Elarl~~etrjbusi=-ePc~an 

Kese¥:t-atan dj~nah--Bak-it da~am=-j-angka-wakt~mg 

Iama~~la~etor keKa~cah, 

(2)	 Semua peA~~t+illus~ 

k€&ehatan di Pus-resma&=--di&etor kG Kas Daefa~ 

@ulan f¥lool-uf=Dlnas=KGSMata~bupat~nrnnllf1n 

~ 

SA8=XU 
~GEkGkAA~ERtM/\ANRIiTRIBUSt 

~t4~ 

~fWnaan f~si pdayaAaA-= keSG~ 

djtorirna~ara peneri+lla sebooai ElenOrif¥lmlfl 
fungsiooak 

(2)	 Pef1€lrirnaan=fotriblolsi polaya~ 

~4m~Jasa -saRlOOMasfl===r4,mlf*1.==&@ki~~a&a 

po IaYifMfl=-fflO+Upa~eAElajJatal'::H:~-ttfflafFSfOOt atatf 
Pusl<es~ yaAgharus G!-is@ffifkan sOpOn13hAya l,e=Kas 
Daerah-: 

:: ,~I~~	 1­
!=I~~ap f@trlbu~1 pe!aya 11 all h3~ I 
~~h~rtai.=.==-rli~~I'~url l3<lwL 1 ~ .-,uclt---{') \ n1=ro 'n<1'/ ........ 
~~~ iiiiUiiQi ---V-l~"Vii ....... - CAj ~1""""IUp'\et'l
 

ponerif¥laan daerah yang dianggB1=kan dal~ 

~an8elaAj~ 
PPlS<Pll 17 

~a K;;}~ D7)f17) -RHm7)h---£nkit ntnlJ RIJ!1kQQru;}!1 

~~ta#~~4ef:€il4wm=r*'€Ia==I*i&al 15 /\yat (2) 'lang mla 
fXl€kl akhir tahtrn- ang§araA diaAggB~--wbagai 

j@Bnorimaan Rlolrna~~akit ata~etSkcsf¥las f')ada tflAt#! 
, anaanrafl boril,utA~ 

~sa~ 

Afl§gara~~~uaran@aft=pet:lCf4ffiitafl 
~tt=afatl===P-uskGsmas harti&={jj&aRk-Effic~ 

" 
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Pasal 14, 15, 16, 17 dan 
Pasal 18 dihilangkan, 
cukup diatur dalam 
Peraturan Bu pati 

Kepala Daerah seti~~af~~43eslli.l-i
L t ~rH;etG-n-t-uan~ -befta_I_(U_,__ _ _ J

~--

http:seti~~af~~43eslli.l-i


2 3 4 

I 

8 Penentuan 
pembayaran, 
ternpat 
pembayaran, 
angsuran 
penundaan 
pembayaran 

BAB XIV 
PENENTUAN PEMBAYARAN 

Pasal 20 
Pernungutan retribusi tidak dapat diborongkan 
Retribusi dipunqut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 21 
Retribusi yang terutang harus dibayar lunas. 
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti 
pembayaran yang sah. 
Penderita yang pembayarannya dijamin oleh PI HAK 
KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4 ) 

(1 ) 
(2)dan 

BA~ 

TEMPATPEMBA¥ARAN 
P-asal-22 

(1) ~m&ayaFaftc=re4+~a~~ 

~yOOaa»-----f<:J&*tas~aU==lo~e~n€l tolaJ::l----4i-tooill¥.-aA--=-OIeh 
&~at.~~Yi3n9 rntjoj~ 

f.2--}--------Tempalo-pembaya~a-d#naksoo~~~ 

I 
Gljat\1~~ 

I 
a-Masyarakat-umum-yang-tldak-memilikl- jarmnan 

kesehatan,makapembayarannya dilakukan di tempat 

I ,~dY-<*~." . " . 

I 
~fti¥<ili~g$l'F¥~t~f#l#\i-iUl~ 

mak-a -ponlbayarannya s0suai -=-de-rlgan co -ketontuan 
_~___ jd€f-t#ttiaf"~ndilriyar_yar,.d~ktr-'------ I 

BAB XIV 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN 
PEMBAYARAN 

Pasal 20 
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. 

Pasal 21 
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar lakukan 

secara tunai/lunas. 
(2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­
lambatnya ....hari sejak diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan 
Pasien yang pembayarannya dijamin oleh PIHAK 
KETIGA, pungutan retribusinya dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

(4) 

(3) 

(4) 

__ 

c 
5 

Pasal 20 disempurnakan 

Pasal 21 disempurnakan 

Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 
25 dihilangkan, karena sudah 
diatur dalam Pasal 20 dan 
Pasal21 
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2-LT 3	 1. 4 

BAB=XVI 
ANGSURAN=oDAN-P-ENUNGAAN 

gasa(~2~ 

Ketenlu3f1- lebib~ lanjut - mengenalo {ala cara- =angsuran -das I 
perwndaanpembayaraj:l d:alur-dengan R€+aturan Bupall 

Pasal24 
Saato~ribtJslo=(erHlan~alah_pada~at ditooHoka rhqyaSKRD 

- ata1:HklkumeR 1a#1~a~peg;;amaokan" 
/ BA8=-XlJlI 

PcENE1=Af~AN~EfRIBtJS! 

P-asaJ-U> 
f4-~ar1'l ya--relfl~U&H€rutaRg=Qjt€tapkan==de,:;jgil r,,=-SKRf)~a1oI
 

€J GktJme~la ~1"afl§=d ipers~k-af1c
 
t~l'ltH~~an=-~&i~~~Q_~_cilta~~~~.yang
 

rnpeffiilma*afl~imakSU€l--vad~at4 4=l~tu~lOOl»----f@(\j lH
 
den§fa~efatl#an--B1Jj:Jati .
 

J Penagihan
 BABXX BAB XX 
TATA CARA PENAGIHAN TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 27 Pasal27 
Retribusi yang tidak tepat pad a waktunya atau kurang (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau 
bayar, ditagih dengan menggunakan STRD. kurang bayar, dilakukan dengan menggunakan 

STRD. 
(2)	 Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 
(3)	 Pengeluaran Sural Penagihan atau Surat 

Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis. wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. 

I (5)	 Surat Penaqihan atau Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

L 
I (6) Toto C~~Cl. pe~Jg,i~Cln. d~n penerbitan s.urat 

Tequran/Per rnqararvourat lain yang sejerus oiatur 
dengan Peraturan Bupati----~,--- ------ ­

7 
-

5 

Pasal 27 dis ern purnakan 
dengan menambah 3 ayat 
baru 
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1 2 ' ------- 3------------- ­

10 Penyidikan 
RaSilI3~( 

SB13~~en-yKilk- Urnl,m;- ~ peny,dlkal1~~cat3&- ~,(:1d-ak- ~PI€la11a 
I sebagam13AiiJ OdTmaksud~dalam Pasaj~30-4:lapat =ejjJaksanakan 
I Gleh~=P-en-yid,k-RE'gawaj~ Negen SjPt~ <PPNSt dl Jmgk-ungan 
Ren~mj Atai:1-Daef3 f._ 

11 Ketentuan Ptdana BAB XXIII 
KETENTUAN PI DANA 

Pasal32 

s 
-

4 _1	 __ --- 5 

i Pasal 31 dihllangkarl, 
karena sudah diatur 

I dal am Pasal 30 ayat (1 ) 

(1)	 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya I (1) Vvajio Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana sehmqqa merugikan keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau prdana denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang banyak 3 (tiga) kah jumlah Retribusi terutang yang tidak atau 
tidak atau kurang dibayar kurang dibayar 

(2)	 Pengenaan pidana sebagalmana dimaksud pada ayat (1) (2) Trndak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar pelanggaran
retribusinya	 (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)	 Tindak prdana sebagaimana drmaksud pada ayat (1) adalah ndak mengurangi kewajiban wajib retnbusi untuk membayar 
pelanggaran 

retribusmya 
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan negara
 
12 Ketentuan Penutup
 

BAS XXIV BAS XXIV 
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP 

Pasal33	 Pasal33 
- nengan bcriakunya Per aturan Oaerah ini, maka Peraturan Oengan berlakunya Peraturan Oaerah ini. maka Peraturan Daerah 
/ Oaerah Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi uang kareis, Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 tahun 2000 tentang 

pemeriksaan, tindakan, pengobatan, perawatan dan Retnbusi uang karcis, perneriksaan. tindakan, pengobatan, 
penggunaan fasilitas kesehatan dalam Daerah Kabupaten perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan dalam Oaerah 
Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Kabupaten Lampung Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tunur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi 
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Oaerah Sukadana dicabut Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Oaerah 
dan dinyatakan tidak berlaku lag; Sukadana dieabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 13 Lain-lain 

Ditetapkan di Sukadana Ditetapkan di Sukadana 
Pada tanggal 2011 pada tanggal 

WAKIL SUPATI LAMPUNG TIMUR,
SUPATI LAMPUNG T1MUR, 

ERWIN ARIFIN
ERWIN ARIFIN 

I i
L I __ 

BAS XXIII
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 32 

Pasal 32 disempurnakan 

Pasal 33 drsempunakan 

1,	 Penetapan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karen a Wakd Bupati 
belu m ditetapkan secara 
definitif sebagai Bupafi, 
maka penetapan perda 
dilakukan oleh Wakil 
B upati sesuai keten tuan 
1'::1:::;]1 2'3 ':;yJt (1) !1t.;rL1 9 
U ndanq Und:mg 
Tahun 2004 

32 
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I 1 L 
-

2 
-­ -

-

-­
3i-\ - - - ---­ - -

I 

I SEKERTARIS OAERAH 
i KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

i 
I I WAYAN SUTARJA 

14 Penjelasan I. 
II. 

PENJELASAN UMUM 
PENJELASAN PASAL OEMI PASAL 
Pasal 1 : Cukup jelas 

Pasal 2 : Cukup jelas 

Pasal 3 . Cukup jelas 
Dan seterusnya 

15 I Lampiran 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 
Kabupaten Lampung Timur 

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 
Tanggal 
Tentang 

I 

I 

I
 
I
 

I 

4 

Diundangkan dl Sukadana
 
pad a tanggal
 

SEKERTARIS DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
 

I WAYAN SUTARJA 

I.	 UMUM 
II.	 PASAL OEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas
 

Dan seterusnya
 

LAMPIRAN I	 PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR 
TANGGAL 

Lampiran 1. 

---i 5 

Pejabat yangI 2 
mengundangkan tarpa 
NIP, gelar dan pangkat 
dan pada penjelasan t1dak 
perlu ada tandata ngan 
Sekda 

Pengetikan
 
\ disempurnakan
 

I 

I 
1.	 Pengetikan lampiran 

disernpurnakan. dan 
Lampiran " menyesuaikan, 
serta nama jabatan diakhiri 
rlenoan t;:mrln n;::1('3 kom3 

I Jasa I Jasa 
Pelayan 
an 

3.300 1700 

_____1--_ ----1­

--~-
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2~== -=- ].~I 
! 

3 
- - -~ 

4 
~ -~ 

l.ampnan 2 
Tarl1 Pelayanan Kesehatall dl RSUO Sukadana 

- -- 1-­ 5 

I 
-

Rawat .Jalan/Potrkuruk 
- -I ­ - J­ - 1­ Jasa- Tallf 

1 No .Jerus Pelayanan "asa I Pelayan 
,,3IClna. an 

Rell1bUS\1 
(Rpi 

l~-·~~~!::fne~.~:*;:: um","]~~ ~g-~tl;}.~..~§g~-__~_;~.~.~ ~.I 
_3:....
I-i 

Konsljltasi Spesialis_ 
Konsultasi Gi'i.._____ 

~._ _.. -'---­
..l00Q... 

~OOO 
8000 

2700Q_ 
150QQ... 

I 

L§ ..dst. 
II. TanfQeneral Chect...UQ:..=-__~--==·_,_--=--=--=­ --:-.__ 
~o Jenis Pelayanan_ _ Tarif Retribusi (R G )'/----------1 

1..-.
1.:._ 

oara.. h~k. ap. ~ 
Urine lengkilP______ 

.... 46.200 _ 
24100_~ 

~~_ 
4. 

_GJl:1kosa 
Ureum 

-

.~ . 24100 
24100 ~+-----

--1------­

5dsL
-"- ---- ­ - ---~ 

..dst 
XJllJaflf£'enggunaan Fasl!i!a.§.Rumah Sakit ~_. _ 

I1:0 .. 
J.. enls pemerrks:n_ 

Jas:" j' 
Jas_.aRS I;pe~~an .. 

Total Tarif I 
(Rp)/bula~ 

11 PKL, PKK mahasiswa 100000· 100000 I 
I 

l_ 
II 2. 

per bulan 
.lenianq pendidikan rJ7 

I 03 per bulan 
PKL Latihan: 

7r:., 000 
__ "_ 

I 75000 
._ ----,-. 

I 

I 
Jenjang pendidikan S1 

(per hari) 

10.000

I 
10.000 

I 03 (per had) 
Jenjang pendidikan 02,

' 1Jenjang pendid. ikan 
SLTA (per nari) 

7.500 

I 5.000 I ­

7500 

, 5.000 

3. Penelitian 
Jenjang pendidikan S 1 200000 200.000 

11 
(per judul) 
Jenjang pendid.kan 02. 150.000 150.000 

I 
.: 

I 
II I Jenjanq pendidikan 02, 
I I I 03 (per rnahasiswa) 

03 (per judul) 
Jenjang pendidikan 

SLTA (per judul) . 
4. I Ujian: 

Jenjang pendidikan S1 
(per mahasiswa) 

100000 

-- _1 
I 

100000 I ­
I 

I 75 000
i 

II 

I 

. 

100.000I 
100000 

175000 
[ 

II 
11 
, 
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1 -2 I 3 4--.-----I-­ s --lKeterangan jasa pelayanan (pernbirnbrnq dan asisten/staf) diatur 
dengan SK Gubernur 

I 

)(IV TCJr1!£,elayanan Medicolegal 
-- , -­

No. I J I Jasa RS - JClsa 
- -

Tanf 
Pelayanan Retrrbu I 

_ J£\PI 
I 30000 50000orban hldup__ 20000tf K T­ --f------ ­

2 Korban meninggal (vis urn 50.000 50000 10000C 
__ Il larL_ 
3 Keterangan rnedis 

-­

10.000 50000 60000 
suransi/jasa rahana 

4 urat Keterangan 10 000 20000 30000 
ernatian 

~ 

... dst. 

l___ 

GUBERIT ~A/NG' 

SJACH~~ 
/' 
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KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNGLAMPIRAN VIII 
NOMOR : Gf715fB.lII/HK/2011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI
 

PENGENDAlIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 01 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
-- -, 

Keteranganl N,o_1 Mat~~ ~~re~da :J. ~_; --_-. ~~r~~~a~-~~~~"j:: -.. ::. ~-- RUn1u~an pe~yempurnaa .. _ ---+--- -- ------ -­n 5 

Kon~ideran
 
Menrmbang 

Dasar hukum 
Mengingat 

I I 

L~
 

1e. bahwa ballwa keberadaan menaratel:kom:'~i~a·S~dr -e. ~a~~a - ~eberadaan menara telekomunikas;- dl Disempurnaka" 
Kabupaten Lampung Tirnur rnerniliki potensi yang 

I	 relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal 
I	 agar mampu memberikan sumbangsih kepada 

Pemerintah Oaerah dan masyarakat Kabupaten 
Lampung Timur: 

Mengingat: 
I 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Way Kanan, 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Tirnur. Oaerah Tinqkat /I Metro 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
46, Tarnbahar I Lembaran Negara Nomor 

I	 ~R?t;\ .
---I	 1 

3	 Undang - Undang ~~ones+aNomor 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lambaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor . 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3817) : 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

9.	 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

I , Kcuallgan Neydl d (Lernbaran Negara Republik 
indonesia Tanun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Ind'"'tlesla Nomor 4400). 

Kabupaten Lampung Timur rnerniliki potensi yang 
relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal 
agar mampu membenkan sumbangsih kepada 
Pemerintah Oaerah dan masyarakat Kabupaten 
Lampung Timur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten 
Daerah Tinqkat II Way Kanan, 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Lampung 
Timur, Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Neqara Nomor 
3825) : 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopali dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat (Lambaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik tndonesia Nomor 3817); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234): 

9.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemenks8Cln Pengelnlrl;:lrl rl;:ln T;:lnClClI,na .,I;=JW8h 

Angka 1 oisejajarkan 
dengan kalimat Diktum 
Mengingat 

I 
Disem purnakan 

Disempurnakan, dan 
urutan disesuaikan dengan 
hirarki peruuan 

I Disempurnakan 

Keuanqan Negara (Lembaran Negara Repub!ik \ 
tndoriesta Tahun 2004 Namor. 66, Tambahan I 
Lembaran Negar·~· Repubhk tndonesia Nomor 4400)~ 



1 _J 2 

10	 Undang-Undang Noma 
Pemerintahan Daerah 
Indonesia Tahun 200 
Lembaran Negara Rep 
sebagaimana telah di 
dengan Undang- Un 
tef:\taflg=-~fl~r 

Y~0~" 
~h ( Lembaran Neg 
2008 Nomar 59, Ta 
Republik Indonesia Nom 

~. Peratur@~ 
T "",,hi In _ tt""'lnt 

Diktum Dengan Perse 
Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RA 

LAMPU 
d 

BUPATI LA 

3 

MEMUT' 

Menetapkan	 PERATU 
PENATA 
PENGOP 
PENGEN 
TELEKO 
LAMPUN

SAl 
KETENTU 

Pas 
Dalam Peraturan Daerah ini 

4 Nama, Objek, dan . Pasal37 
Subjek Retribusi I Dengan nama Retribus 

I Telekornunikasi. puncut retri 
I I untuk pendiriarupernbanqun 

I~~at#;~~
I	 ~_ k~±'~~~~: _1 1 _ 
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10	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Disempurnakan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan ! 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 
sebaqatrnana telah diubah beberapa kah terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

I 

dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
teAtaP9=='=t~A§=P~a~=¥edlliF===EHas~oo~ ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
~§=Nom@f~~=2QG4~aR~~~h-afq Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Qaeroo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia Nomor 4844) ; 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) , 

~1.	 Pera~~~f1=k@mpY-Rg Tim~ 1- I Dihilangkan 
Tahttn tentang gencana T~ 

~Em=f~ . , 
~2.	 PeraturaA---Oaerah Kaowpaten LampuA§rTimuF NomOf I - I Oihilangkan 
;;rcB~€flt~~ti~z~~g~i 

Dengan Persetujuan Bersama Pengetikan kata "Dalam" 
Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

3 Diktum	 Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH disejajarkan dengan kata 

LAMPUNG TIMUR KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERATURAN pada Oiktum 
dan dan Menetapkan, dan kata 

BUPATI LAMPUNG TIMUR BUPATI LAMPUNG TIMUR "Oengan Persetujuan 
MEMUTUSKAN MEMUTUSKAN' Bersama" jangan 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG mengg,mtung. JEldikan satu 
PENATAAN, PEMBANGUNAN, PENATAAN, PEMBANGUNAN'I kalimat yang utuh 
PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI PENGOPERASIAN DAN RETRIBUSI 
PENGENDALJAN MENARA PENGENDALJAN MENARA 
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TELEKOMUNIKASI 01 KABUPATEN 
LAMPUNG TIMUR. LAMPUNG TIMUR. 

BAB I BAB I 
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah iru yang 
dimaksud dengan : 

Pasal 37 disempurnakan4	 I Nama, Objek, dan Pasal37	 I Pasal37 
Subjek Retribusi Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Oengan nama Retribusi Pengendalian Menara 

I 
I I Telekornunikasi, pungut retribusi atas pemanfaatan ruanq I Tel,e,komuni,kaSi dipunaut retribusi atas pernanfaatan
 
I untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi I r11;:lng IJntuk pendirian/pembanqunan rnenara
 
I I OOf'~--r-r@tikaJ+--as~tatiFru~-k-e9maf'la~fI telekornunikasi denqan mernperhatikan aspek tata
I 

__I I k~ti~a~-tl~-.___	 I ruanq, keamanan, ' ke£entingarl_urnum _ 



" 

r1 2 

I 5 Golongan Retribusi'I 

I 

6 I Prinsip dan 
Sasaran Dalam 
Penetapan Struktur 
dan Besarnya Tarif 

7 Struktur dan 
besarnya tarif 
retribusi 

Wilayah 
Pemungutan 

8 

8 I Penentuan
 
pembayaran,
 
tempat
 
pembayaran,
 
angsuran dan
 

I penundaan 
I I pcrnbayaran 
i I 

3 ----+ - 4
 

Pasal40
 Pasal40 
Retribusi Pengendalian Menara TelekomunikasiRetribusi seb~im~i~id-4iliam~sa~datafl 
drqolonqkan retnbusi jasa umum.golongan retribusi jasa umurn. 

Pasal42 Pasal42
 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
 (1) Pnnsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarnya tarif retribusi didasarkan pada 

\ 
besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan 

a. Pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
dan penqendalian, pengecekan, dan pemantauan bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek 
terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan keadilan dari efektivitas pengendalian atas 
potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas pelayanan tersebut.
 
berdirinya menara ; dan
 (2) Siaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

b. Pembiayaan penanggulangan keamanan dan biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya 
kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan modal
 
kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan
 (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 
pemulihan keadaan; rnernperrhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 

tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

Bagian kelima Bagian kelima 
Besarnya Tarif Retribusi Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

Pasal43 Pasal43 
&Gtiaf'il €Jror:lg dafl/atal:l liladan yang mGfldapatk~ Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian 
pe~~a&afl==e{ja~g~aHaA----ffi€n-aFa--OleAmenara telekornunikasi ditetapkan 2% PBS rnenara 

I Pemerintah KOOttpaten Lampung Timur ~~ telekomunikasi.I 

I ret~si sQOOsar 2% (duo p€rsen) sari nilai 4u@1 €Jbiek
 
Paiak Bumi dan Ba~~PBB) menaF&.-


Sagian ...
 
Wilayah Pem ungutan
 

Pasal. ... 
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut 
diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

.) 

5 I 

--I, 
Pasal 40 disempurnakan 

Ditambah pasal baru yang 
mengatur tentang wilayah 
pemungutan 



------

4 

1 4 

-~Dokurnen lain yang :iPersamakan sebagaimana I (3) Hasrl pemungutan retribusi sebaqairnana drnaksud 
dirnaksud pad a ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah 
dan kartu langganan. (4) Mekarusme pemungutan retribusi menara 

i (4) ..Rettl~~~~BHlunlkasi telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan 
daf:"j~~t#:jjl:lk~f.1i:l{~....sebagai pengendalian menara. diatur lebih lanjut dengan 
wajib pYf:"jgut~. ;tBrhadaFretr~ou~ Peraturan Bupati 
di~€lud~da ayat (1). 

(5)	 Satt-Jan Ke4a=~er.angkat=8aeraA==y.ang R1@lbisangi
 
~ateln Daorah ditunjuk €lebagai~oroj~
 

pOAltJA§t.tta~~mak$.juL-.--nnAn
 

a)'at(1). 
(6)	 Mekanisrne pemungutan retribusi menara
 

telekomunikasi dan tat a cara pelaksanaan
 
pengendalian menara, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 

Pasa!... 
(1)	 Retribusi yang terutang harus dilakukan secara 

tunai/lunas. 
(2)	 Pembayaran retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan tempat 
pernbayar an retribusi Jiatur denqan Peraturan 

I Dlln..-,fi
UUI'-"Clli. 

Pasal48	 Pasal48 
1)	 Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau 

tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan. 

2)	 Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain 
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor 
ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 1 kali 24 Jam ke Kas Daerah selambat-Iambatnya 1 kali 24 jam 
(satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu 
yang ditentukan oleh Bupati. yang ditentukan oleh Bupati. 

3)	 Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan 
ternpat lain sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) I di tcrnpat lain scbaqaimana dimaksud pada ayat 
oiatur ~ Bupan I '1) oratur denqan Peraturan Bupati.

I \ ~ 
_	 _ __L__ _ _ 

5 

Pasal 44 disempurnakan 

Penambahan pasalbaru 

Pasal 48 disempurnakan 

___J
I 
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9 Sanksi Admmistrasi Pasa./45	 Pasal45 Pasal 45(*o~ilj,h-~ ,<otrffl"St -YB Ag l'<lak- ~-rnelal<sanal<an (1) Da!am hal wajib reIri bus I tertentu Iidak rnernbayar ~a sa I ya 
I I kGwatiooru:lya ~BOO§9a=f*'~tka~~EH.tiln~aR==Gooroo tepat pada w.aktunya atau kurang membayar I sanks I adrni 
I @tOOn~a~pali~ --BaAcYa*~~igB)=kf#j~mI~f@trinuSl dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

le~t~QFYang-=tldak-=at&tl*tjft}rtg sebesar 2% set.ap bulan dan retrrbusi yang terulangwY'a~ 

(-21=-~&S~g@4man@=--=c=Cltmak~~Bt===-~+ yang tidak atau kurang dibayar dan ditaoih dengan 
merupa~eFiH~B~§@r& 

10 I Penagihan Pasa/51 
1) Pengeluaran Sural Penagihan atau Sural 

Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 
terutang. 

3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejems 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dike/uarkan 
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 62 
BemblWGFffitt\i¥=¥a~==€H~f~~ul< 

~~fT-fOtribuci=woo§-il'im ana 
~a-vat (1) cIit€tapl<an04ch Buootk 

t3olal<~ 

€litn~--*,a4 

menggunakan STRD 

Pasal51 
(1)	 Penagihan retribusi lerutang yang tidak atau kurang 

bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2)	 Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 
(3)	 Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat 

Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4)	 Da/am jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 

I terutang 

I (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati. 



- ---- ---- ---1- , 'f, I 2 ~- -
3 

11 Pengurangan, Pasal 54 I 

keringanan dan 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringananII 

pembebasan dan pembebasan retribusi 
. retribusi I 2) Tata cara pembenan pengurangan. kennganan danI 

pembebasan retnbusi sebaqairnana dimaksud pada 
ayat (1) diatur eleh Bupati. 

12 Penghapusan KedalElwarsa Penagihan
 
piutang retribusi
 Pasal 59
 
yang kedaluwarsa
 1)	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
Retribusi. 

2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a.	 diterbitkan Surat Teguran: atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung 

3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penaqrhan drhrtunq sejak tanggal drtenrnanya Surat 
Tequran tersebut. 

4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
5)	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi. 

13 Insentif Pasal62
 
pemungutan
 1)	 Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi 

dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu 

I 
~..	 ----- ­

G 

4	 5-1-	 ----
Pasal 54	 Pasal 54 dis ernpurnakan 

(1)	 Bupati dapat mernberikan pengurangan, kennganan 
dan pembebasan retribusi 

(2)	 Tata cara pembenan pengurangan keringanan 
dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati 

PENGAHAPUSAN PIUTANG RTERIBUSI YANG Pasal 59 disempurnakan 
KEDALUWARSA 

Pasal 59 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah rnelampaui waktu 3 (tlga) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi. 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang Retribusi. 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
 
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 

(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
drmaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 

~:';~;~l~a;:r~~~t~r,g sejak tanggal diterimanya Surat I 

(4)	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak 

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi 

Pasal62	 Pasal 62 disernpurnakan 

(1)	 lnstansi yang melaksanakan pemungutan 
Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
kinerjrJ tertentu I 

I 
.-----.J 



,
 
1 2 

----~ 

14 Penyidikan 

15 Ketentuan pidana 

3 I -~ i 5-t 
2) Insentif sebaqairnana dimaksud pada (2) Insentif sebagaimana dimaksud .,'. 

'Anggaran Pendapatanayat (1) dianggarkan rnelalui Anggaran Pendapatan ! ayat (1) dianggarkan rnelalui 
dan Belania Daerah dan Belanja Daerah. 

3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Bupati. peraturan Bu pati. 

BAB XBAB X 
PENYIDIKANKETENTY-AN PENYIDIKAN 

Pasal 64 Pasal 64 
I (1) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar1) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar 

ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal17, Pasal21 ayatketentuan Pasal2 ayat (1), Pasal17, Pasal21 ayat 
(1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69(1), Pasal 22, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 69 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan21 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan I 

kewajibannya sehingga merugikan keuangankewajibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 
kali jumlah retribusi terutang. (tiga) kali jumlah retribusi terutang V3AQ tisak atau 

kurang-bQyaf: (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 

16 I Penetapan dan 
pengundangan 

I 3) 

4) 

ayatprldaDenda sebagaimana dirnaksud 
(2) merupakan penerimaan negara. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2) adalah pelanggaran. 

Ditetapkan di Sukadana 
padatanggal 2011 

BUPATI LAMPUNG TIMUR. 

(4) 
(?) rnerupakan penerimaan neqara 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dan (2) adalah pelanggaran. 

Ditetapkan di Sukadana 
padatanggal 2011 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN ERWIN ARIFIN 

Judul bab disempurnakan 

Pasal 64 disempurnakan 
dan penunjukan pasal agar 
disesuaikan 

Penetapan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati belurn 
ditetapkan secara definitif 
sebagai Bupati maka 
penetapan dilakukan oleh 
Wakil Bupati sesuai 
ketentuan Pasal 26 ayat (1) 
huruf 9 Undang-undang 32 
TailUll2004 



<3 

-1_-L­ _ ~- 1­ 3 

Diundangkan di Sukadana 
padatanggal. . . 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

17 I Lain-lain 

I WAYAN SUTARJA 

_I 

4 -! 5 l 
Diundangkan di Sukadana Disempurnakan I

! 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

I WAYAN SUTARJA 

Pengaturan me rqena 
penataan, pembangunan. 
pengoperasian menara 

I telekomunikasi, disarankan 
untuk diatur tersendiri dalam 
Perda, tidak menjadi satu 
dengan Perda reirbus 
pengendalian menara 
telekomunikasi 

J 

GUBERf~AMPJ.lNG' 

SJACHR 
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LAMPIRAN IX	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G /715/ B.III' HK 12011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
 

Materi Raperda I - Rumusan Raperda KeteranganRumusan Penyempurnaan 
---.	 ---------+-­

______2_ --=- ==----=__ _______3 ~=__=_=__ 

Dasar Hukum 
Mengingat 

8.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang I 8 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389): 

9.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 9 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4844), 

4 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

~-Pcratur~~A~' ­
PB~~f~s~~t~ 

~~teAwafaaft-=~G~~da I 
~ah=+bemb8ffin~ar~~~~c:;~~ +OOlm I 

4~omof=-~ ~~b . ! ,.	 ­
Re~k~~~~7 "\: 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor .. , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor .... ); 

_J

5 

Disempurnakan dan 
pengetikan s esuaikan 
dengan hirarki 

Dise mpurnakan 

I 

Disempurnakan 

Angka 16 dihilang kan. 
karena sudah dicabut 

I 
, 

I 

I 

____I 



- ---- - - - -- ----

-- ------------- - ---- ----- -- ---------

1--- - --­
1 2 3 41-- ----

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembaqian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

2$.--- KepY-tu-saAc=M€mtef~~4=WBffioF 174 ~
 

~effl~ttf=Pengesa~ Perda tenta~ i
 

PcQjal~ €Ja~etFibusi Dae+afu
 I 

2~. Kep~ Monteri Galarn N~eri ~Jom@~175 Tarnm II ­

~97 tent-afl§ PBOOmDA Tat~~c€H 

~cmbusi Daoffi~ 

~~~~@mOf'­


~un 2007 ten~~as Poko~afl
 

~~~as DaeraA=s~affitana tela~~
 

€l€ngan Peratuffin Btlpa-tH::-a~~'l~~
 

Tahun 2G4cQ
 

2 Nama, objek dan BAS \I BAB \I 
subjek retribusi NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Bagian Kesatu Bagian Kesatu 
Nama I Nama 

Pasal2 Pasal2 
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut 
Retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Retribusi atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk, 
Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil dan Dokumen 
Dokumen Kependudukan lainnya. I Kependudukan lainnya yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua Bagian Kedua 
Obyek Retribusi Obyek Retribusi 

Pasal3 Pasal3 
Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Cetak Kartu 

5 

Tambahkan dasar hukum 

Angka 25, 26 dan angka 
29 dihilangkan 

Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 3 disempurnakan 

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari : Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri I 
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari 
b. Kartu Keluarga (KK) Cl K.8.rtu Tanda Penduduk (KTP); 
c Kartu Identitas Kerja b. Kartu Keluarga (KK), 
d. Kartu Identitas Penduduk Mu:: em c. Kartu ldentitas C''"';nduduk Musirnan,l

I

__ 
----~---­



-------------

---------------------- ----- -------

1 
1 

I 
4 

d. 
e 

Kartu Identitas Kerja; 
Kartu Penduduk Sementara. 

f. 
9 

Kartu Keterangan Bertempat Tinggal: 
Akta catatan Sipil yang rnetiputi akta 
akta perceraian akta pengesahan dan pengakuan 
anak, akta ganti nama bagi warga nega
akta kematian. 

perkawinan, 

ra asrnq dan 

Bagian Ketiga 
Subyek Retribusi 

Pasal4 
Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan 
yang menggunakanfmenikmati pelayanan cetak KTP 
dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah. 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, 
dan jenis Kartu Tanda Penduduk danfatau Akta Catatan 
Sipil yang diberikan atau diterbitkan 

BAS V
 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 
Pasal7
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan I pencetakan dan pengadministrasian. 
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut 

(2) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya 
memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan 
tarif hanya untuk menutup sebagian biaya 

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
memperhitungkan biava rpnrp!riKan 

'~-~i._--~- .L Rengadm,nlstrasian -~-----, 

Tanda 
hanya I 

don' 
...L...._,_..._ , 

ditetapkan hanya untuk memperhitungkan biaya 

o 
~) 

--' ­
5 

Pasal 4 disempurnakan 

'I Pasal 6 disempurnakan 

I p",,,,,,, I 7 -4ic-cn->"'" irnakanI loA_1...41 • "-4lv.......lllt-lU111 1\.011
 

I 

3 

4 

-2 

Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

Prinsip dan 
sasaran dalam 
penetapan struktur 
dan besarnya tarif 

-1-------- -------3------' ----,--­

e	 Akta catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan. akta 
perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, 
akta gantl nama bagi warga negara asrnq dan akta 
kernatian 

Bagian Ketiga
 
Subyek Retribusi
 

Pasal4 
SUbyek adalah setiap Warga Negara Indonesia atau 
Orang Asing yang memperoleh pelayanan
penyelenggaraan administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil. 

BAS IV
 
CARA MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Pasal6 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu 
Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang 
diberikan atau diterbitkan. 

BA8 V
 
PRINSfP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 
Pasal7 

(1)	 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan 
biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, 



4--- -­ --­---- -15 

Pasal 8 disesuaikan 
deng an objek Pasal 3 
Perda ini 

75000 
75.000 

---­
50000 --­

zo.ooo 

4 

Pencatatan 

8 

I 
I I , ' 

I -1T -~-_- -J~ ~_-_-_ ­ - ----­ - - -- - -- -­ _-_­ J -_~~~~-~----~-- 1 -_-_--=-----­
5 I Struktur dan BAB VI BAB VI 

besarnya tarif STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
Pasal8 Pasal8 

f-~~~uklli~=~t<¥4f--€l-i§ojoo9kan---befdasafk-Bn=ieF\lsStruktur dan besarnya tanf Retribusi pelayanan KTP dan 
I pclayana-+~-¥@f1fl~ib@~caA Akta Catatan Sipil dltetapkan sebagal berikut : 

(2) 8e&ar~ y&tafj~tfi€ll=l&-0itet6p¥;a~ba§ai~r'*ut-=:cI--r------­ -- --- RETRIBUS'- -j 1--­ ----­ TARIF RETRIBUSI 
I NO JENIS PELAYAN_AN -WNI-I--WNA NO I JENIS PELAYANAN WNI WNA 

I __ _ (Rp) 11~R~P) (Rp) (Rp)_ 

I 

· 1 KARTU TANDA PENDUOUK--10.000__ - 100600 [1 KARTU TANOA PENDUOUK 10000 100000 

_ (KTP) __ .___ __ _ __ __ (KTP)----­
2 KARTU KELUARGA ---­ ~OOO 50.000 2 KARTU KELUA~9A I 10.000 I 50.000 
3 KARTU IDENTITAS 50.000 3 KARTU IOENTITAS 50000 

I PENDUOUK MUSIMAN (Kipem) PENOUOUK MUSIMAN 
_ -__ __ --­ f.---­ _ I (Klpem)
3_ KARTU IOENTITAS KERJA--­ 1QOoo­ 50000 I 

L§__ PENCATATANPERKAWINAN--f---------~ 4" KARTU IDENTITAS KERJAI 10000 
1 a. AIg~E'enc~@tan E..e.r~a""'lnan-'---150000 200.000 5 KARTU - -­ KETERANGAN \ 

~ 
I b Kutlpan Kedua - dan -100000 1------200000 l-_f---BERTEMPAT TINGGAL . 

_ Seterusnya 6 KARTU PENDUDUK .. .. 
6 PENCATA-TAN PERCERAIAN-­ ---­ SEMENTARA 

I --I a Ak ta Peocatatan Perce;a,an _ _, _ 150 QOO _ 300 000 7 PENCAT1\TAN PER KAWI NAN - - -­ . 
b Kutipan Kedua dan 100.000 300.000 r a. Akta Pencatatan 150000 200000 I 

I Seterusnva ' . Perkavv'inan
~l.....~NCATATAN KEMATIAN I 1--_ b. Kutipan Kedua dan I 100000 200000 

L--l~Akta Pencatatan Kernatran 10.000 75.000 Seterusnya 
b.·- -K-utipan Keduadan--l---ffiOOo 750~ 8 PENCATATAN PERCERAIAN_ 
Seterusnya a. Akta Pen-catatan Perceraian 150000 I 300000 
PENCATATAN PENGAKUAN-I---------­ b. Kutipan Kedua dan 100.000 300000 

__ ANA'i_ _ _ __ Seteru_snya 
a Akta Pencatatan Pengakuan 20.000 150000 9 PENCATATAN KEMATIAN 

___+_~~ak a. Akta pencatatan Kematian 10000 
I ~",--Kutlpan-----Kedua---------cJan20.000 l--T50000--'-­ b Kutipan Kedua dan 10000 

f I Seterusn~__ Seterusnya I 

9 ~~~~~=ATAN PENGESAHAN~, IW ~~~~ATATAN PENGAKUAN I I, _ _ I 

I .. ~ ~,,~ta pencatata:~eng~saha: 25.000 1 75.000 iI T~e~akl~~t~nak 
I i I b Kulif-idll Keaua dan I LbOOO I 125000 I I I b. Kutipan Kedua dan I 20.000 I 150.000 I 
I I : Setelu::'llya I I ' I i_Seter(jsn>'.C3. I, I J 



-- -- - -- --- ----

-- -- - - --- --- -- --- -- --- -------

___ __ ___ 

6 

1 2	 34 

' 1!'0 I~~~;ATATAN _ PERUBAHA~J-=- 1--'00000 1 - [ ~~~~i~:~~~ A~AK .. .=c .---
1 

I Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran, 
angsuran dan 
penundaan 
pembayaran 

J-


3~~agilima~----diffRlksoo-~drr==ayat~).aka-n1 

cJ#etapkaA~e~ncP-€l+atllfciln Bupatf 

BAB VIII
 
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

Bagian Kesatu
 
Tata Cara Pemungutan
 

Pasal 10
 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut pada saat orang/pribadi 

mengajukan permohonan penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(3)	 Hasil Pungutan disetor ke Kas Daerah 

.1.______ _	 _ 

Ih 
12 

1 

BAB VIII
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENENTUAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal 10
 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan 
daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas 
Daerah. 

(5)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal11 
(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara 

tunai/lunas. 
(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD 

1a Akta Pencatatan 25 000 75000 
__ .	 IPengesahan Anak 

I· 
Seterusnya 

I PENCATAT.AN PERUBAHAN]_- --1100000 
I NAMA__ 

5 

___5 --l 

Pasal 10 disempurnakan 
dengan menambah 1 
(satu) ayat sesuai dengan 
Pasal 160 UU No. 28 
Tahun 2009. 

Penambahan Pasal 11 
baru, dengan adanya 
penambahan pasal, urutan 
pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Tata cara pembayaran, penentuan 

pembayaran retribusi diatur dengan 
Bupati. 

---------_. ­

tempat 
peratural· 

_J
. ---- --- - ------- ­
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7 Penagihan Bagian Kedua BAB IX Pasal 11 disempu rnakan 
Penagihan PENAGIHAN dan diubah menjadi Pasal 
Pasal11 Pasal12 12 

(1 ) Penagihan retribusi dilakukan oleh Instansi I (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 
Pelaksana atau petugas yang ditunjuk Bupati bayar dllakukan dengan menggunakan STRD.I 

(2)	 Penagihan Retribusi terutang didahului dengan (2) Penagihan retribusi sebagaimana dirnaksud pada 
Surat teguran ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

(3)	 Pengeluaran Surat teguran IPeringatan/Surat (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat 
Lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan 

I 

Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
I yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan 

(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran 
penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 

penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(4)	 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

Surat Teguran dengan peringatan/surat lainnya yang I (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain 
Retribusi yang terutang. yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi 

terutang. 
(5)	 Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat 

Peringatan atau Surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
d1keluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

(6)	 Tata cara penagihan dan penerbitan Surat 
Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB X	 Pasal 12 diubah menjadi It3	 I Sanksi Administrasi 
SA~I\¥I'.RAW SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 yang mengatur 

Pil-sal 12 
TP,TA CARA----P­

Pasal13	 sanksi administrasi, karena 
Oalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada isi Pasal 12 telah diatur 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi dalam Pasal 11 baru 

(1)	 Pem@ayaran4i.otribusi yaflg tGf,jdtan~ hari:l&-eilunasi 

~ 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) 

Keluarga (14K), ==-R€t~~an9 Glilunas-i 
(2)	 Untuk ¥artu Tan€Ia==P-eOO~Ka~ 

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan8~w;edim~~tf~tut=ka#=m~jbusi~ 

STRD.QiMa-m=l:la~fOOa,'af~~~~t~ 

~~~m-aaA----R~~~
 

GiwWr~--kc Ka&----Daer~elanma-t lambatnya 1 x
 
24 jam.
 

mailto:Pem@ayaran4i.otribusi


7 

I 

I _lJ=- =-=- -= 2 -=--=-_ ~-_ -~-_--_---=--_. ~~~-~ 

9 I Penghapusan Pa&a.~ 
piutang retribusi (~~b@yaffin~r4oo&i==se6agatmana=<:!t~stJ~asal 
yang kedaluwarsa ~BfflercJka~rI6awk~YilRln 

(~===cSeila~bayarar;\di€a tat=DaI001 b.EfklJ=f}@ner¥naafu 

I 

L__L 

4	 5 

BAS XI Pasal 13 diubah menjadi 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG Pasal 14 yang rnengatur 

KEDALUWARSA tentang penghapusan 
Pasal 14	 piutang retribus: 

(1 )	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
kedaluwarsa setelah melarnpaui waktu 3 (tiga) 
tahun terhitung seJak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak 
pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa	 penagihan Retribusi sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 
a.	 diterbitkan Surat Teguran; atau I 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
 
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
 

(3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran terse but. 

(4)	 Pengakuan utang Retnbusi secara langsung 
(5)	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 
keberatan olch \/'Jajib Retribusi 

Pasal15	 Penambahan Pasal 15 
(1) Piutang	 Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi baru 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati	 menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bupati	 menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Tata	 cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati 
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~o- IIpen~u~n~a~ -- BAB X	 
I 

I 
BAB XII	 Pasal 14 diu bah rnenjadi I 

kennganan dan PENGURANGAN, KERINGANAN PENGURANGAN, KERINGANAN Pasal 16. dan kata Kepala 
pernbebasan DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Daerah diubah rnenjadi 
retribusi Pasal 14 Pasal	 16 Kata Supati 

(1)	 Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan (1) Bupat: dapat memberikan pengurangan, kennganan 
dan pembebasan retribusi. dan pembebasan retribusi. 

(2)	 Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana I 
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan dimaksud pada ayat (1) dengan mernperhankan 
kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat 
kepada orang cacat, pelajar atau rnahasiswa dan diberikan kepada orang cacat, pelajar atau 
penduduk I orang miskin. mahasiswa dan penduduk I orang miskin. 

(3)	 Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh (3) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh 
pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa 
mempersyaratkan adanya Surat Keputusan mempersyaratkan adanya Surat Keputusan 
Pembebasan Retribusi oleh Kepala Daerah. Pembebasan Retribusi oleh Supati. 

(4)	 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau 
pembangunan yang menyebabkan perubahan pembangunan yang menyebabkan perubahan 
alamat penduduk, pemerintah daerah melakukan ala mat penduduk. pemerintah daerah melakukan 
penerbitan perubahan ala mat dalam KK dan KTP penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP 
dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan 
tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan 
adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi 

I oleh Kepala Oaerah oleh Bupati.
 
I (5) Tata cara pengurangan. keringanan dan
 (5) Tata cara penquranqan, kcrinqanan dan 

pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan pembebasan retribusi ditetapkan Bupati dengan 
Peraturan Bupati Peraturan Bupati 

11 I Penyidikan BABXI BAS XIII Pasal 15 diubah menjadi 
PENYIDIKAN PENYIDIKAN Pasal 17, dengan 

Pasal15 Pasal17	 menambah ayat (2) 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan I (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
pidana dibidang retribusi daerah. I tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana 

(2)	 Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
ayat (1) adalah : I Pidana.L__ --------_~_ ____..L	 ~ 1._ 
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a.	 Menenma. mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana dibidanq retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi 
lengkap dan jelas. 

b.	 Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan ten tang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah. 

c.	 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah. 

d.	 Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang retribusi daerah 

e.	 Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f.	 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
melaksanakan penyidikan tindak pidana dibidang 
retnbusi daerah. 

g.	 Menyuruh berhenti, melaranq seseoranq 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada 
huruf e. 

h.	 Memotret seseorang berkaitan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah. 

I.	 Memanggil orang untuk didengar keterangannya 
j.	 Menghentikan penyidikan apabila tidak 

ditemukan bukti pemulaan tindak pidana 
k.	 Melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah yang menurut hukum dapat 
drpertanqqunqiawabkan 

_________...J 

4 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabat peqawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas: 

b. meneliti,	 mencari, dan mengurnpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi; 

d	 memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.	 ~a~~:~lukabnU~ien~~~I~~duak~:~l, un~~~_lc~t~~~i~,pat~:~ I 
dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f.	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi; 

g.	 menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau ternpat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Retribusi; 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 

5 

dan dioeriksa sebacai tersanqka atau saksr I I
..J~__menghentikan penyidikan: da-n/atau J _I 

I 
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1 2 

12 I Lain-lain 

3 

I (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

I memberrtahukan dimulainya penyrdikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 

I 
hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalarn 
Undang - Undang Hukurn Acara Pidana yang 
berlaku. 

Ditetapkan di Sukadana 
Pada tanggal 2011 

BUPATI LAMPUNG T1MUR, 

ERWIN ARIFIN 

4 

k	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana d: bidang 
Retnbusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

I (4)	 Penyidik sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
mernberitahukan dimulainya penyidikan dan 
rnenyarnpaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum rnelalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalarn Undang-Undang 
Hukurn Acara Pidana. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 

WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

GUBER
 

5 

Peneta pan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati belum 
ditetapkan secara dennitrt 
sebagai Bupati, maka 
penetapan perda 
dilakukan oleh Wakll 

I 

Bupati se suai ketentuan : 
Pasal 26 ayat (1) huruf 9 
Undang-Undang 32 Tahun 
2004 



___ _ 
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LAMPIRAN X	 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/715/B.III/HK/2011 
TANGGAL : 7 DESEMBER 2011 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
 

I~~ Materi ~aperda Rurnusan Raperda 
1 2 3 

Judul Raperda 

-2 Dasar Hukurn Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Mengingat 

Undang-Undang

Negara 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI 

5 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 
4389), 

6	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Ncgara Republik lndonesra Numor 4431) ::,dJdgalfllalld 
telah diubah beberapa ka!i terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4844). 

I 16_	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Orqanisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebaqaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur Nomor 5 Tahun 2009_ 

--1 

Rurnusan Penyempurnaan 
4 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

5	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 

Keterangan 
5 

Disempurnakan karena Kab 
Lampung Tirnur rnempunyai 
tasrlitas olahraga yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat rnaka obyek 
retribusi dapat ditarnbahakan 

Disernpurnakan. 
sesuaikan deriqan 
peruuan 

urutan 
hirarki 

Disernpu rnaka n 

Negara Republlk Indonesia Nomor 4431) sebaqaimana i
 
telah diubah bcbcrapa kali terakhr dengan Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 

Disernpu rnakan 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Trmur Tahun Nomor 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Nomor ); 

16	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 

-~	 .~ 
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I Nama, objek 

subjek retribusi 

4 Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

5 I Prinsip dan 
sasaran dalam 
peneta pan struktur 
dan besarnya tarif 

j; _­ ~__ f -_ _-_-­

dan Pasal 2 
Dengan nama Retnbusi Tempat Rekreasi dipungut 
retribusi bagi=&ett.af)==@fa~eadafl..='¥mlg-=m€~r.()~ 

I pelayanan Gi tempat rekreasi yan~jse@iak~, dimihki 
dan/atau dike/ola oleh Pernenntah Daerah 

Pasal3 
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
adalah : 

a.	 pelayanan tempat rekreasi di Danau 
Indah (Dam Way Kawat), Sukadana; 

b.	 pelayanan tempat rekreasi di Dam 
Pekalongan; 

Pasal 2, 

Beringin 

Swadaya, 

c. pelayanan Taman Rekreasi di Pesanggerahan 
Way Curup, Mataram Baru; 

d. pelayanan tempat rekreasi di Pantai Muara Gadlng 
Mas, Labuhan Maringgai; 

e. pelayanan tempat rekreasi di Danau Negara Satin 
(Dam Negara Satin), Sukadana; 

f. pelayanan tempat rekreasi di Pantai Ketapang, 
Labuhan Maringgai 

Pasal 6 
Tingkat penggunaan j~sa diukur berdasarkan frekuensi 
pemanfaatan tempat rekreasi. 

Pasal 7 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan I (1) 
besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak ~H 

t~ia~--Bi-aya p~a~&~fBsiQnDl=OO~¥a I (2) 
a@m4~~ 

__ 4__ _ _ 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi 
dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan 
penyedian dl tempat rekreasi yang dimilik: dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Oaerah 

Pasal3 
(1)	 Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, adalah pelayanan tempat rekreasi, 
pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2)	 Oikecualikan dari objek retribusi adalah tempat 
rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimi/iki 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, SUMN, BUMO, 
dan pihak swasta. 

Pasal6 
Tinqkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, 
jenis dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi 
dan olahraga 

Pasal7 
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 
besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh 
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan 
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

2 

Pasal 2 disempurnakan 

Pasal 3 disempurnakan 

Pasal 6 disempurnakan 

Pasal 7 dise rl1 purnakan I 

dengan rnenamoah ayat 
baru 

--------- ---~ 
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Besarnya Tarif 

-----"----- ­

-- - --- --- Pasal8 -- --- ­

I Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi 
I ditetapkan sebaqai be: ikut 
I 1. Danau Berinqin Indah (Dam Way Kawat) Sukadana 

a. tiket masuk sebesar Rp 2000 per kali masuk. 
b. sepeda air sebesar Rp 5.000 per 30 menit. 
c pertunjukan mus.k/seni sebesar : Rp 100000 per han, 
d. toilet sebesar . Rp 1.000 per kali masuk: 
e. Mobil	 : Rp. 10.000 per kali rnasuk: 
f. Motor	 : Rp 5.000 per kali masuk 

2.	 Danau Swadaya Pekalongan. 
a. tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk: 
b. sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; 
c. pertunjukan musik/seni sebesar Rp 100.000 per hari; 
d. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; 
e. Mobil	 : Rp 10000 per kali masuk; 
f. Motor	 : Rp 5.000 per kali masuk. 

1 3. Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curup Mataram 
Baru. 

a. tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali masuk; 
b sewa pesanggrahan sebesar . Rp.50.000 per hari 
c. kolam pemancingan sebesar : Rp. 25.000 per hari 
d. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; 
e. Mobil : Rp. 10.000 per kali masuk; 
f. Motor	 : Rp 5.000 per kali masuk. 

4.	 Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai. 
a. tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk, 
b. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; 
c panggung pertunjukan sebesar Rp 100.000 per han 
d. toilet sebesar . Rp. 1.000 per kali masuk; 
e. Mobil	 : Rp. 10.000 per kali rnasuk: 
f.	 Motor Rp 5.000 per kali masuk. 

I - ­ --- --- Pasal8 ---- Pasal 8----::empurnak2n 

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dengan menambah tar If 
ditetapkan sebaqai berikut: untuk Iasilitas olahraga 
a.	 Danau Berinqrn Indah (Dam Way Kawat) Sukadana. 

1.	 tiket masuk sebesar Rp 2000 perkali masuk, 
2. sepeda air sebesar Rp 5.000 per 30 menit; 
3 pe.rtunJukan rnusik/seru sebesar Rp 100000 p~r nr: I 
4. toilet sebesar . Rp. 1000 per kall masuk; 
5. Mobil	 . Rp. 10.000 perkali masuk; 
6. Motor	 : Rp 5.000 per kali masuk. 

b.	 Danau Swadaya Pekalongan. 
1. tiket masuk sebesar : Rp. 2.000 per kali msuk 
2. sepeda air sebesar : Rp. 5.000 per 30 menit; 
3. pertunjukan musiklseni sebesarRp 100000 per hari: 
4. toilet sebesar . Rp 1.000 per kall msuk: 
5. Mobil	 : Rp. 10.000 per kali msuk; 
6. Motor	 Rp 5.000 per kali masuk. 

c.	 Taman Rekreasi Pesanggrahan Way Curu 
Mataram Baru. 

1. tiket masuk sebesar . Rp. 2.000 per kali masuk; 
2. SCW3 pesanqqrahan sebesar : Rp.50.000 per hari; I 
3 kolarn pernancinqan sebesar : Rp. 25.000 per hari: 
4. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; 
5. Mobil : Rp. 10.000 per kali msuk; 
6. Motor : Rp 5000 per kali masuk. 

d. Pantai Muara Gading Mas Labuhan Maringgai. 
1. tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; 
2 gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; 
3. pangg ung pertunjukan sebesar : Rp. 100.000 per hri 
4. toilet sebesar Rp. 1.000 per kali masuk; 
5. Mobil	 Rp. 10.000 perkali rnsuk; 
6. Motor	 Rp 5.000 per kali masuk. 
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Wilayah 
Pemungutan 

I _ 
fJenentuan 
pembayaran,I

I tempat 
pembayaran, 
angsuran, 
penundaan 
pembayaran 

dan 

5 Danau Negara Batrn Sukadana 
a. tiket masuk sebesar : Rp 2.000 per kali masuk: 
b sepeda air sebesar : Rp 5.000 per 30 menit: 
c pertunjukan musik/seru sebesar Rp 100 000 per han. 
d toilet sebesar : Rp 1 000 per kali masuk; 
e Mobil : Rp 10 000 per kali rnasuk: 
f Motor : Rp 5000 per kali masuk 

6, Pantai Ketapang Labuhan Maringgai 
a. tiket masuk sebesar : Rp. 3000 per kali masuk; 
b. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; 
c. panggung perturuukan sebesar . Rp 100.000 per han; 
d. toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk; 
e. Mobil	 . Rp. 10.000 per kali masuk; 
f. Motor	 . Rp 5.000 per kali masuk. 

BAB VII
 
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi tempat 
tempat pelayanan 
ditunjuk oleh Bupati 

r
Pasal9 

ekreasi dipungut 
fasilitas diberikan 

di 
atau 

wilayah 
tempat 

daerah 
yang 

BABX 
TAT/\ G/\R~~~ 

Pasal 12 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2)	 ~~~ngEJt songaR- menggEJnakaF1 karcis, 

kupon dan kartu langganan. 
p--}=f2€norimaan r-e-tribusi diutaffiitk~ 
~ft= =Y3Ag OO,*9it~H:'1====mgs~ 

~aRl~~~~tafl" 
(4) Tata	 cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

I e.	 Oanau Negara Batin Sukadana. 
1. tiket masuk sebesar Rp 2000 per kali masuk: 
2. sepeda air sebesar Rp 5.000 per 30 menit, 
3 pertunjukan rnusik/sem sebesar Rp 100000 per hri: 
4. toilet sebesar Rp. 1000 per kali masuk 
5, Mobil Rp. 10000 per kali msuk, 
6 Motor . Rp 5.000 per kali masuk 

f. Pantai Ketapang Labuhan Maringgai. 
1. tiket masuk sebesar : Rp. 3.000 per kali masuk; 
2. gazebo sebesar : Rp. 5.000 per kali pakai; 
3. panggung pertunjukan sebesar : Rp 100.000 per hri; 
4, toilet sebesar : Rp. 1.000 per kali masuk, 
5. Mobil	 : Rp. 10.000 per kali rnsuk: 
6. Motor : Rp 5.000 per kali masuk. 
Tambahkan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh' 
Kabupaten Lampung Timur (Iapangan sepakbola. 
tennis dan sebagainya). 

BAB VII
 
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Pasal9 
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di 
wilayah daerah Kabupaten Lampung Timur 

I 
I 

BAB X
 
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPAT
 

PEMBAYARAN,ANGSURAN,DANPENENTUAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal12
 
(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 

I (2) Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

I 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, 
dan kartu langganan. 

(4)	 Hasil pemungutan retnbusi merupakan pendapatan 
daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas 

Pasal 9 disempurnakan 

Pasal 12 disempurnakan 

Daerah.	 ; 

(5) Taia ca.ra, peia..ksa.naan p.emungutan re.tr.lbusl akan L 
_________-----.1. d~.atur '~btrl lanjut deng~n_Peraturan Bup.§.tl. __ _	 ---.J_ 
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~~-~ Pasal 13 
l~-GARAo~...eM~A-RAN (1) Retnbusi yang terutang ha rus dilunasi sekaligus 

Pasal 13 dimuka. 
(1)	 Pembayaran retribusi tempat rekreasi harus dilunasi (2) Pembayaran retribusi tempat rekreasi dilakukan 

sekaligus ditempat rekreasi 
(2)	 Pembayaran retribusi tempat rekreasi dilakukan (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana 

ditempat rekreasi. dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat­
(3)	 Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran lambatnya ... hari sejak diterbitkannya SKRD atau 

retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dokumen lain yang dipersamakan. 
Bupati. (4)	 Tata cara pembayaran, dan penentuan ternpat 

pembayaran, angsuran dan penundaan 
pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati 

9 Sanksi BAB. 
administrastif SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif dengan bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau 

0 kuranq dibayar dan ditaqih dengan menggunakan 
1 C:Ton 

'-" II\U. 

10 Penagihan BAS ....
 
PENAGIHAN
 

Pasal ....
 
(1)	 Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD. 
(2)	 Penagihan retribusi terutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat 
teguran. 

L 
3) Pengeluaran sural teguran/peringatan/surat lain 

yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan 
penaqihan retribusi dikeluarkan setelah C..) hari0 •• 

_ _ setelah tanggal_sural_
---	---_._---­

5 

5 

Judul bab d.hilanqkan da
 
Pasal 13 disempurnakan
 

Penambahan bab dan 
Pasal baru yang mengatur 
sanksi administrasi 

Ditambah 2 (dua) pasal 
yang mengatur 
penghapusan piutang 
retribusi yang kedaluwarsa 
Pasal 167 dan Pasal 168 
UU No. 28 Tahun 2009 
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Dalam jangka waktu (.) han setelah tanggal--1(4~ 
surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, 
wajib retnbusi harus melunasi retnbusi yang 
terutang , 

(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis 
sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkam 
oleh Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat 
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur 
dengan Peraturan Bupati 

11 I Penghapusan BAB. Penambahan bab dan 
piutang retribusi PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG pasal baru yang mengatur 
yang ke daluwarsa KEDALUWARSA tentang penghapusan 

Pasal. . piutang retribusi 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan 
tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
dim aksud pada ayat( 1) tertangguh apabila: 
a. Oiterbitkan surat tequran atau swat paksa, atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib 

retribusi baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Oalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah wajib retribusi dengan kepadanya 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 
blm melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal 

_ 
______. . 

II 
I 
~ 

ini dapat diketahui dan pengajuan permohonan 
anqsuran atau penundaan pembayaran dan I 
permohonan keberatan oleh wajib pajak. __ _! _

._~~ . ---.l_ 
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12 

13 Penyidikan 

I 
I i 
~l 

3 . - . -----l--

Piutang 
karena 

4 

Pasal ... 

Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 
hak untuk melakukan penagihan sudah 

BAB XIII 
~PENYIDIKAN 

Pasal15 
(1) Penyidikan	 tindak pidana di bidang retribusi datam 

Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Daerah. 

(2) Wewenang	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah: 
a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

kelerangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 
atau laporan terse but rnenjadi lengkap dan jelas. 

b. menerima, mericari dan rnenqumpulkan 
kelerangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan lindak pidana retribusi 
daerah. 

c.	 meminta keterangan dan bahan 
pribadi atau badan sehubungan 
pidana di bidang retribusi daerah. 

d	 memeriksa buku, catalan dan 

bukti dari orang 
dengan tindak 

dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah. 

e.	 melakukan penggetedahan untuk mendapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

kedaluwarsa dapat dihapuskan 

(2) Bupati	 menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata	 cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII
 
PENYIDIKAN
 

Pasal15
 
(1)	 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2)	 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pejabal pegawai negeri sipil lertentu di 
hnqkunqan Pemenntah Daerah yang dianqkat oleh 
pejabat yang berwenanq sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3)	 Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a.	 menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang Retribusi agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

b. meneliti,	 mencari, dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; 

c.	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

5 
---_. 

Penambahan pasal baru 

Pasal 20 disempurnakan 

bukti terse but I pribadi atau badan sehubunqan denqan tindak I
L .__pidana d~9idang R~tribusi;__-___ - I 
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meminta bantuan tenaga ahli dalarn ranqka d rnemeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
bidang retribusi daerah. i perpajakan Daerah dan Retribusi. 

g. menyuruh berhenti dan/atau rnelarang seseorang I e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat bahan bukti pernbukuan. pencatatan, dan 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang 
dibawa 

h.	 memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi daerah. 

i.	 memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 

J menghentikan penyidikan; dan/atau
 
k.	 melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(3)	 Penyidik sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang 
diatui datarn Undanq-Undanq Hukum Acara pidana. 

14 I Ketentuan Pidana BAB XIV
 
KETENTUAN PIDANA
 

Pasal 16
 
(1)	 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau denda paling banyak j (tiqa) kah jumtan retnbusr. 

dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi; 

g. rnenyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninqqalkan ruangan atau ternpat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan 

l memeriksa identitas orang, benda. dan/atau 
dokumen yang dibawa; 

h. memotret sese orang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan Retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya 
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
npri mdann-undanoan1­ - . - - - - -...J - .... ­

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dirnulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
Penuntut Umum rnelalui Penyidik pejabat Polisi 
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV Pasal 16 disempurnakan 
KETENTUAN PIDANA dengan menambah ayat 

Pasal 16 baru yang mengatur 
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan penerimaan denda 

kewajibannya sehingga merugikan keuangan 
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 

I (tigd) LJuldll atau JenJa jJdling banyak ::3 (tiqa) kali 
__.__._____	 _ ..J.__IlJmlahL~tnbu~____ _ _ __1_ 



---

I 

2 

r.
 
I 

14	 I Ketentuan penutup 

14	 I Lain-lain 

3 
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(2)	 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran 

BAB XV
 
KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal17
 
(1)	 Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di 

tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat 
persetujuan dari Bupati 

(2)	 Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati 

(2)	 Poooril<an re!J=i~ri l<eterH~~~a4a 

&)In! (1) di9ttl~a-rFPeBfB~~ah 

(4)	 Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, 
pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh 
masyarakat tetap dilaksanakan oleh masyarakat 
dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 19 
I Peraturan Daerah iru mula: berlaku pad a tanggal 

diundanqkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah 
Kabupaten Lampung Timur. 

Oitetapkan di Sukadana 
Pada tanggal	 2011 

SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

I 
I 

~~_J 

4 -1-­
'(2) 

(3) 

Tindak pidana sebaqairnana dimaksud 
(1) adalah pelanggaran 
Oenda sebaqairnana dimaksud pada 
merupakan penerimaan negara 

( 1) 

pada ayat 

ayat 

BABXV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 
(1)	 Apabila ada badan yang ingin menambah sarana di 

tempat rekreasi terlebih dahulu harus mendapat 
persetujuan dari Bupati 

(2)	 Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan ketentuan 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati 

(3)	 Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku, 
pengelolaan tempat rekreasi yang dikelola oleh 
masyarakat tetap dliaksanakan oleh masyarakat 
dengan berpedoman pada Peraturan Oaerah dan 
Peraturan Bupati 

Pasal 19 
Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah rru dengan 
penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten 
Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada~nggal 2011 

WAKIL SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN 

_ 

SJ 

5 I-! 

Pasal 17 ayat (3) 
dihilangkan, karena 
pungutan retribusi harus 
diatur dalam Peraturan 
Daerah 

Disempurnakan 

1.	 Penetapan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati 
belum ditetapkan secara 
definitif sebagai Bupati, 
maka penetapan 
dilakukan oleh Wakil 
Bupati sesuai ketentuan 
Pasal 26 ayat (1) huruf 9 
Undang-Undang 
Tahun 2004 

32 
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2 -+­ 3 

I ~~undangkan di Sukadana .-1-- ~~;'dt~nn~~~~ 
i	 .pada tanggal
I SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	 I 

I 
I WAYAN SUTARJA, SH, MM 
NIP 19560604 198103 1 005 

15 I Penjelasan Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 1 
Pasal2 : Cukup jelas Cukup jelas 
Dan seterusnya Pasal 2 

-T 5 J I 
2. Pejabat yangdl SUk-a:ana 

mengundangkan tanpa 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, NIP, gelar dan pang kat 

dan pada penjelasan 
tidak perlu ada 

I WAYAN SUTARJA tandatangan Sekda 

Disem purnaka n 

Cukup jelas 
Dan seterusnya 

" 

GUBERN 

. / 
SJACHRO~P.
 



LAMPIRAN XI KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G 1715/ 8.1111 HK / 2011 
TANGGAL : 7 

EVALUASITERHADAP
 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
 

Rumusan Raperda _---+L~O tM';;~ri~~p;,da-+ 

-1- , Konsideran 
Menimbang 

? Dasar hukurn 
Mengingat 

I 
i 

____J_
 

-- 3	 _ __ ___ 

1-b-.-b-ah-Wa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang I b. 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah dan Peraturan Menten Oa/am 
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan di Daerah, pengaturan 
mengenai retribusi izin gangguan sebagaimana telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tirnur perlu disesuaikan; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqairnana ] c. 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Timur tentang Retribusi Izin Gangguan. 

I 

I 1 ! !nrlilA~nrl7l+¥1
...J - - - v MC'lmor-=?- - - - . . '.- - - -

~ - ... .. "v . ­_

~nataan r-ua-Ag (Lemsa+:an ~Jegara ROPldSlik 
Indonesia Tahldn 1Q92 ~JomoF 42; Tambahan 
Lembara~egaFaROPldSliM-A@@nesia ~Jomor 2501 ); 

4.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4132); 

4. 

5 

I
 

Rumusan Penyempurnaan 

4 

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Oaerah dan Retribusi Oaerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di 
Oaerah, pengaturan rnenqenai retribusi izin 
qanqquan sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 
Nomor ... Tahun . perlu disesuaikan 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b. dipandang 
perlu menetapkan Peraturan Oaerah Kabupaten 
Lampung Timur tentang Retribusi Izin Gangguan, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4132); 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukurn Acara Pldana (l.embaran hlegar a Repubhk I 

Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Tambahan I 

Lembaran Negara P":opubllk Indonesia Nomor ... ); L _ 
----------- - --- ----,-- --- -- - --------- ­

OESEMBER 2011
 

Keteranga n 

5 

Konsideran Merurnbanq 
huruf b disempurnakan 

Dasar hukurn anqka 1 
dihilangkan, dan angka 4, 5 
disempurnakan serta 
penambahan peraturan 
perundanq-undanqan terkait 
dengan adanya perubahan 
dan penambahan, maka 
pengetikan sesuaikan 
dengan hierarki peraturan 
perundang-u ndangan 

I 



----
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3 

4 

r 
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3258) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan I 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan 
di Daerah. 

Ketentuan Umum I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal 1
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

I 8/\8 III JEMS-RE-+RUWSt 

Nama, objek dan 
subjek retribusi 

________ _ _ _ ----.l 

Pasak2 
t«ltribwsi Izin Gar:lgg-uan termaswk JeAis Retribusi 
Perizinan Tertcmttl 

BAB III 
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi 
sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gan§j§jl-.Jan 
kepClda pOFldsahaafl rnmk perseorang~iija€li ataw 
~befbadarHlwl<wm diJ0kasi yang rnOAHnbttlkan 
OOtlaya, ker~tl~Hl- {Bfhadap e-k-eI1-iGtJpan. 
lffi€tk-l::f-A€lan daR ckoststelTh 

_ 

RETRIBUSIIZIN GANGGUAN. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah rru yang 
dimaksud dengan . 

BABII
 
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Pasal2 
Dengan nama Retribusi lzin Gangguan dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian lzin 
tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 
badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, 
kerugian dan/atau gangguan. 

5 

Pengetikan kata "Dalam .. _" 
disejajarkan dengan kata 
PERATURAN pada Diktum 
Menetapkan 

Pasal 2 dihilauqkan 

Bab III diubah menjadi Bab II 
dan Pasal 3 diubah menjadi 
Pasal 2, urutan pasal 
selanjutnya menyesuaikan 
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(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pembenan izin 

yang dapat rnenimbulkan ancaman bahaya, keruqian 
danfatau gangguan, termasuk pengawasan dan 
penqendalian kegiatan usaha secara terus-menerus 
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara 
ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma 
keselamatan dan kesehatan kerja. 

(2)	 Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah IZln gangguan baru 
I<husus skab rnikro €Ian k@cil, €Ian tempat 
usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah. 

BABV
 
PERSYARATAN IZIN
 

Pasal8
 
a. Persyaratan Izin Gangguan meliputi: 
a Mengisi formulir permohonan izin; 
b.	 Melampirkan fotokopi KTP pemohon; 
c	 Melampirkan akta pendirian bagi usaha yang 

berbadan hukum; 
d.	 Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah 

€Ian/atabl fotok-epi tonga pefunasan PSBtapl:H4 
terakhir; 

e.	 Melarnpirkan Sblrat P~an Ilngl<wngan €Ii sekitar 
klkasi b1saha yang €Jil<etahui oleh Ke~~ 

s@ternpat; 
f.	 Mela.t<an Rekornendasi Gamat €Ii 'Nilayah lokasi 

Ysahi¥, 
g.	 Melampirkan denah lokasi usaha: 
h.	 Melampirkan dokumen UPLlUKL atau AMDAL bagi 

perusahaan yang dalam kegiatanya diperkirakan 
dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

(2)	 Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf a ditctapkan donqan 
£,_e!~tur51n Bup~tL__L__~_ 

------ - Pasal4	 ---- -~~~mat- dan-- SUbstans~ 

(1) Objek Retnbusi Izin Gangguan adalah pernberian I pasal 3 ayat (2) I 

atau badan yang dapat menimbulkan ancaman	 II 

bahaya: kerugian dan/atau gangguan, termasuk 
pengawasan dan penqendalian kegiatan usaha 
secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya 
gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan 
urnurn. memelihara ketertiban lingkungan, dan 
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan 
kerja 

(2) Dikecualikan	 dari objek Retribusi sebaqairnana 
dimaksud pad a ayat (1) adalah tempat 
usahafkegiatan yang telah ditentukan oleh 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

BAB V
 
PERSYARATAN IZIN
 

Pasal8
 
(1)	 Persyaratan Izin Gangguan meliputi: 

a.	 Mengisi formulir permohonan izin; 
b.	 Melampirkan fotokopi KTP pemohon; 
c	 Melampirkan akta pendirian bagi usaha y<=lng 

berbadan hukum; 
d.	 Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah; 
e.	 Melampirkan denah lokasi usaha; 
h.	 Melampirkan dokumen UPLJUKL atau AMDAL 

bagi perusahaan yang dalam kegiatanya 
diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran 
lingkungan. 

(2)	 Formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 8 disempurnakan 
sesu~ Pasal 5 
Permendagri no 27 Thn 
2009 

!	 I 
J_	 .J 

I 
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~
 Golongan Retribusi 

Prinsip yang dianut 
dalam penetepan 
struktur dan 
besarnya tarif 
retribusi 

6 

7 Struktur dan 
I 

I besarnya tanf 

I __~	 J

3 

SABIX
 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
 

Pasal 16 
(1) Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi izin gangguan 

ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup 
usaha/kegiatan yang dilakukan; 

(2) Prinsip	 dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberi izin YEl-ftfj sersanglwtan. 

(3)	 Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen 
izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, 
penatausahaan. dan biaya dampak negatif dari 
pemberian izin t~. 

4 

BAB 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal ... 
Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai 
perizinan tertentu 

BAB IX 

__	 7500.000,-~{10M ~ 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Pasal 16 
(1) Prinsip	 dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 

perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberi izin gangguan. 

(2) Biaya	 penyelenggaraan pemberian izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, 
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya 
dampak negatif dari pemberian izin gangguan. 

BAS ...
 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

n._. _ _ ! 

,d::>dl .... 

(1)	 Besarnya tarif retribusi di golongkan berdasarkan 
rumus/luas ruangan x indeks tingkat gangguan (IGT) 
x indeks lokasi gangguan x tarif retribusi. 

(2)	 Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan 
sebagai berikut : 
1 Untuk Ruang Usaha 

a l.uas x 100 M2 Rp 750,-lmeter
 
b Luas 101 ke atas. Rp 600,-/meter
 

2. Tarif retribusi untuk menara/tower telekomunikasi: 
a . .::: AIO ivi ... Rp. 5.000.000,­
b.	 10M kedua dan seterusnya Rp. 

. ~ -L-_ ~ - ~---

retribusi I 

I 

I 

Penambahan bab dan 
pasal baru yang mengatur 
golongan retribusi 

Judul Bab dan ketentuan 
Pasal 16 disempurnakan 

Penambahan bab dan 
pasal baru yang menqatui 
tentang struktur dan 
besarnya Tarif dengan 
dimasukkannya ketentuan 
tersebut dalarn batang 
tubuh perda, maka 
lampiran perda dihilangkan 
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2 

Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

8 

Wilayah9 
I Pp.mIJnnIJt;.:m- - - v - --

Penentuan10 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran 
angsuran, dan 
penundaan 
pembayaran 

1 

I
L___ -"-­

3 

SA8=X 
C"f~~£N~TUNG CP.N=BESARN¥-A TARn:: 

Pasal 1.s 
~~aFif RetOOtisi Izin Gan§l§lwan=digclongkan 

00 r€J asarkaA at-a&=4~-etrffitlsi-----a €J a larroobaga#"naAa 
t~laRl L--arnpiran I rnen4pakan=baaian 'lang tidak 
te+ptSQAkilA-4Qfi Porathlran Da€lraA=iAi 

(-21~-Besamya=RBt~si iziA §laA§l9UaA~Bdajafl - Iwas ruang 
wsaha )( iOOeI< IGka~k&{lan€]gl:-Jan )( tarili 

BAB XIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 21 
Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di wilayah 

Daerah. 

S/\S XN 
P-EMUI"JGLJTl\~jRETR~ 

BagiaJFKesaw
 
Tala Cara PeflHHlgutafl
 

RGmOOs-i----- . P-asal 2~ 
~gut- dengan =ffiCPQ k 

OOKt-lffi€n lain vaA€l dioersamal(a -Q-UA@~~-D ----at-atlA. 

---, ­
4	 --j 

(3) Indeks tingkat gangguan (ITG) sebaqairnana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a tinqkat gangguan besar : 5 
b. tingkat gangguan sedang : 4 
c tingkat gangguan kecil : 3 

(4) Indeks lokasi gangguan (ILG) sebagaimana 
dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a Jalan Negara/Kelas I : 5 
b. Jalan Provinsi/Kelas II : 4 
c. Jalan Kabupaten/Kelas III : 3 
d. Jalan Kecamatan/Kelas I : 1 

BAS X 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 15 
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur 
berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha dan 
indeks lokasi/indeks gangguan 

BABXIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 21 
Retribusi Perizinan Tertentu terhutang dipungut di 

wilayah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

BAB XIV
 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
 

PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
 
PEMBAYARAN
 

Pasal22 
(1)	 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakn SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon. 
____----l.-	 _ __________----.!.__d=·a~kartu iangganan._	 ~ 

5 

5 

I Sab dan Pasal 15 
disempurnakan, karena 
Pasal 18 sudah 
terakomodir pada bab 

I struktur dan besarnya tarif 
I 

Pasal 21 disem[1l1rnakan 

Pasal 22 disempurnakan 

I 

I 
I 

() 

pasal bar 
If" tata car 

bab da 
19 rnenqati 
1an 
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(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah Vvajib Retribusi dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Retribusi 

(1) 

I (2) 

I (3) 

Pasal.. ... 
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 
karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapus. 
Bupati menetapkan keputusan penghapusan 
piutang retribusi yang kedaluwarsa. 
Tata cara penghapusan retribusi kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

14 Penyidikan BABXX 
K~TENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 31 

I 

I 

BABXX 
PENYIDIKAN 

Pasal 31 

Pasal 33 Pasal 33 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan I Denda sebagaimana dimaksud 
Penerimaan Derah. merupakan Penerimaan Negara. 

dalam Pasal 32 

n.: 

- --- --~ ----­

5 

Judul bab disempurnakan 
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15 I Lain-lain Ditetapkan di Sukadana 

Pad a tanggal 2011 

8UPATI LAMPUNG TIMUR, 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal 

WAKIL SUPATI LAMPUNG TIMUR, 

ERWIN ARIFIN ERWIN ARIFIN 

16 I Penjelasan 

Diundangkan di Sragen 
pada tanggal. . 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

I WAYAN SUTARJA, SH, MM 
NIP 19560604 198103 1 005 

Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

I WAYAN SUTARJA 

--- -- ----~~--

GUBER 

5 

1. Penetapan Peraturan 
Daerah disempurnakan 
karena Wakil Bupati 
belum ditetapkan secara 
definitif sebagai Bupatij 
maka penetapan perda I 

dilakukan oleh Wakli 
Bupati sesuai ketentuan 
Pasal 26 ayat (1) huruf 9 
Undang-Undang 32 
Tahun 2004 

2. Pejabat yang 
mengundangkan tanpa 
NIP, gelar dan pangkat 
dan pada penjelasan 
tidak perlu ada 
ta ndatangan Sekda. 

Penjelasan dihilangkan jika 
tidak ada yang perlu 
dijelaskan 

/ 




